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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Iimu akuntansi yang saat ini dikuasai oleh kekuatan rasionalitas barat
memunculkan  konstruksi ilmu akuntansi yang sekuler-materialistis.
Pandangan ini merupakan perkawinan antara ilmu pengetahuan, teknologi dan
kapitalisme sebagai tiga pilar yang saling berkaitan [inferplay] yang
merupakan pondasi dari perubahan radikal peradaban modern [Budiman, 1997
- 73], Berawal dari ajaran Martin Luther King yang melakukan perubahan
dalam ajaran Nasrani, yang menghasilkan institusi keagamaan baru, yaitu
Protestan, menjadi tonggak terjadinya sekularisasi dalam ilmu pengetahuan.
Iimu pengetahuan berkembang pada lingkup fisik-empirik dan tidak
memperkenankan adanya unsur-unsur spiritual seperti Tuhan, kitab suci, Nabi,
malaikat, dan ruh. Bagi Kartanegara [2003], pandangan dunia seperti itu
menjadikan manusia kehilangan dimensi spiritualnya. Manusia dipandang
semata-mata sebagai makhluk fisik dengan sistem syaraf yang sangat rumit,
{etapi tidak cukup menghasilkan jiwa sebagai sebuah substansi imateril.

Dalam pandangan ini mengklaim hanya ada satu nilai universal.
Klaim ini merupakan salah satu bentuk logosentrisme yang memiliki ciri pola
pikir oposisi biner {dualistik, dikhotomis] yang hirarkis dan menekankan pada

aspek praksis dan fungsi, dan sebaliknya, melecehkan aspek nilai {Triyuwono,




2000 - xiv-xv]. Bagi pandangan im, ilmu pengetahuan haruslah netral dan
bebas dari nilai [value free].

Pandangan ini menjadikan ilmu akuntansi sangat didominasi oleh
diskusi yang menekankan pada praktek atau fungsi akuntansi. Sangat jarang
diskusi menyentuh aspek pemikiran yang fundamental bagi perkembangan
akuntansi baik konsep keilmuan maupun praktek [Triyuwono, 2000, xxix].
Ilmu akuntansi selama ini telah mempesona dengan kerumitan angka-
angkanya. Manfaat yang diberikan oleh akuntansi sangat pragmatis dan
terkesan hanya sebagai alat dan teknologi yang tidak memiliki keterkaitan
apapun dengan lingkungan sosialnya. Akhirya, akuntansi pun teralienasi dari
mode sosialnya [Setiabudi dan Triyuwono, 2002 : 5.

Paradigma akuntansi yang logosentris ini dimentahkan oleh
banyak ilmuwan. Akuntansi merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan
dari konteks sosial dimana ia dikembangkan dan diterapkan. Mathews dan
Perera [1993, 15] sebagaimana dikutip  Triyuwono [2000] mengatakan

bahwa :

“Walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi
dibangun melalai interaksi sosial [socially constructed]
sebagai hasil dari kejadian sosial, ekonomi dan politik, namun
ada pendekatan lain yang ‘melihat bahwa akuntansi dapat

membentuk lingkungannya dengan interaksi sosial [socially
constructingl.”

Belkaoui [2001] mengungkapkan bahwa salah satu sifat dari
akuntunsi adalah akuniansi sebagai suatu ideologi. Ideologi bagi Sargent

[1986] memberikan gambaran bagi para pengikutnya tentang dunia




Adanya sebuah standar akuntansi syari’ah merupakan keharusan
untuk mengakomodir berkembangpesatnya lembaga-lembaga keuangan
syari’ah. Data dari Direktorat Perbankan Syari’ah Bank Indonesia per
Februari 2004 mencatat terdapat 278 kantor bank umum unit syari’ah yang
telah beropera%i dan 82 unit BPRS {lih. Tabel 1]. Dan data dan Statistik
Ekonomi Keuangan Indonesia [SEKI] Bank Indonesia menunjukkan
perkembangan yang sangat pesat terjadi dalam kurun tahun 2000 hingga
Februari 2004 [lih. Tabel 2}.

Tabel 1

JARINGAN PERBANKAN SYARI'AH [FEB. 2004]

Februari 2004
Kelompok bank
Bank umum BPRS
Kantor pusat/Uus 10 82
Kantor Cabang/KPQO 120 0
KC Pembantu 26 0
Kantor Kas/Gerai 114 4]
Total 270 82
Sumber: Direktorat Perbankan Syari’ah BI
Tabel 2

JARINGAN PERBANKAN SYARI'AH [2000-FEBRUARI 2004]

2000 Februari 2004
Kelompok bank KP/UUS [KPO/KC [KCP [KK |KP/UUS |KPO/KC {KCP KK
Bank Umum Syari’ah 2 21 8 26 )2 78 20 114

Bank Muamalat Indonesia 1 13 3 26 {1 36 8 81




Bank Syari’ah Mandiri 1 8 5 Lt I D § 42 12 133
Unit Usaha Syari‘ah 3 7 0 0 |8 42 6 o
Bank IFI b 1 0 0 |1 1 o 0
Bank Negara Indonesia 1 5 0 0 i1 12 5 0
Bank Jabar 1 1 0 0 1 4 0 0
Bank Rakyat Indonesia 4] (1] 0 0 j1 11 4] 0
Bank Danamon 0 () 0 o i1 10 0 0
Bank Bukopin {0 0 0 0 i1 2 (4] 0
Bank Internasional Indonesia (] 0 0 0 1 2 0 0
HSBC, Ltd. 0 o 0 0 {1 o 1 o
BPRS 79 {e] (] 0 82 0 4] 1]
Total 84 28 8 26 192 120 26 [114

Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia [SEKI] Bank Indonesia
Keterangai:

KP = Kantor Pusat

UUS = Unit Usaha Syari’ah

KPO = Kantor Pusat Operasional

KC = Kantor Cabang

KCP = Kantor Cabang Pembantu

KX = Kantor Kas

Perkembangan lembaga keuangan syari’ah tersebut menuntut
adanya sebuah sistem akuntansi yang menggunakan prinsip-prinsip Islam
karena jika lembaga keuangan tersebut masih menggunakan sistem akuntansi
konvensional, maka akan sangat kontraproduktif dan menimbulkan implikasi
akuntansi maupun ekonomi. Hal lain yang mendorong adanya sistem
akuntansi syari’ah adalah harmonisasi sistem akuntansi pada negara-negara
Islam, usulan pemformatan laporan badan usaha Islami, dan kajian ulang
konstruksi etika dalam pengetahuan akuntansi serta penggunaan syari’ah

dalam pengembangan teori akuntansi [Muhammad, 2002}.




Secara jujur diakui keberadaan akuntansi syari’ah masth terlalu
baru dan relatif belum mapan. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang
relatif sudah mapan dengan perangkat teori maupun praktek yang dimilikinya.
Sampai saat ini belum ada badan resmi yang bersifat internasional sebagai
perumus konsep ieori akuntansi syari’ah yang dapat diterima dan berlaku
umum. Dalam ranah internasional kita baru memiliki The Accounting and
Auditing Organization for Islamic Jiinancial Institutions [AAOIFI] yang
berdiri pada tanggal 1 Safar 1410 atau 26 Februari 1990 di Bahrain. Badan ini
hanya memfokuskan perumusan standar akuntansi dan auditing bagi dunia
perbankan. Di Indonesia, berlakunya Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah [KDPPLKBS] dan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan [PSAK] No. 59 tentang Akuntansi Perbankan
Syari’ah pada tahun 2003 merupakan langkah maju bagi ﬁe'rkembangan
akuntansi syari’ah di Tanah Air,

Namun keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59 pun masih
menyisakan banyak perdebatan dalam ranah filosofi maupun praksisnya.
Banyak pihak menganggap keduanya masih sangat berbau akuntansi
konvensional yang sangat kapitalistik. Keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59
masih menggunakan asumsi dan prinsip yang digunakan dalam akuntansi
konvensional. Perdebatan ini dapat dilihat dari banyaknya statement negatif
terhadap keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 59 ini dalam pemberitaan media

massa menjelang dan sesudah diberlakukannya tanggal 1 Januari 2003 lalu
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[lihat pemberitaan terutama pada surat kabar Bisnis Indonesia dan Republika
pada periode Agustus 2002 hingga Februari 2003].

Idealnya, pengembangan akuntansi syari’ah bukanlah sekedar
wajah lain dari sistem akuntansi konvensional dengan sentuhan nilai Islam.
Menurut Muhammad {2002] akuntansi syari’ah adalah akuntansi yang
dikembangkan bukan hanya dengan cara tambal sulam terhadap akuntansi
konvensional, akan tetapi, merupakan pengembangan filosofis terhadap nilai-
nilai al-Quran yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis dan teknis
akuntansi. Akuntansi syari’ah harus memiliki landasan ontologi, epistemologi
dan metodologi yang kuat untuk membangun kerangka teknisnya. Dalam
tataran ontologi dan epistimologi tampaknya para pakar akuntansi syari’ah
sepakat untuk membedakan akuntansi syari’ah dan akuntansi konvensional
[Triyuwono dan As™udi, 2001]. |

Harapan yang muncul dalam pembentukan standar akuntansi
syari’ah adalah yang dapat menjamin terciptanya struktur ekonomi yang
berkeadilan ekonomi melalui struktur dan proses yang sesuai dengan prinsip
syari’ah.

Kalau melihat draft Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan Bank Syari’ah {KDPPLKBS] yang merupakan konsep
yang mendasari PSAK 59, maka secara awam dapat disimpulkan bahwa
PSAK 59 masih sangat berbau dan tergantung pada akuntansi konvensional,

sebagaimana tertulis pada KDPPLKBS parangraf 1 tentang Tujuan, yaitu :
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“Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank
syari’ah. Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka
dasar ini maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum,
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah”.

Namun kesimpulan tersebut dapat menjadi tidak benar, karena
dalam pengamatan penulis, perbedaan penilaian PSAK 59 Perbankan Syari’ah
dalam kesesuaiannya dengan nilai-nilai syari’ah masih dapat diperdebatkan,
sementara kajian tentang hal ini masih sangat jarang.

Inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih jauh
mengenai  keberadaan KDPPLKBS dan PSAK 359 tentang Akuntansi

Perbankan Syari’ah dalam kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syari’ah.

1.2. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah
dipaparkan dimuka, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian
ini setidaknya dapat dirumuskan secara sederhana dalam redaksional :
Apakah KDPPLKBS dan PSAK 59 sudah sesuai dengan prinsip dan

nilai syari’ah?

1.3. Batasan Penelitian
Agar penulisan skripsi ini dapat memberikan perhatian yang fokus dan
terarah, maka penulis memberikan batasan pada materi-materi yang termuat
pada KDPPLKBS dan PSAK 59 yang berkaitan dengan aspek filosofis dan

dan acuan praksisnya. Aspek filosofis meliputi materi-materi yang terdapat
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pada KDPPLKBS, seperti tujuan, asumsi dasar, kegunaan dan tujuan
akuntansi dan laporan keuangan dalam PSAK 59, dikaitkan dengan nilai-nilai
ekonomi Islam, standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI maupun stafement
teori dari pakar-pakar yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis
pada penelitian ini tidak menggunakan metodologi pada penelitian filsafat
umumnya yang mengkaji secara ontologi, epistemologi maupun
metodologinya secara sistemik, namun mencoba menemukan dan menilai
semangat syariah yang terkandung dalam PSAK 59.

Tataran praksis pada penelitian ini penulis batasi pada perlakuan
akuntansi untuk pengakuan transaksi-transaksi dalam PSAK 59. Penulis juga

membatasi penelitian ini untuk tidak sampai pada tataran praktek di lapangan.

I.4. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang relevan

untuk memecahkan permasalahan yang telah diramuskan, yaitu :

1. Memahami KDPPLKBS dan PSAK 59 secara komprehensif untuk
memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dilakukan
penganalisaan dengan cermat.

2. Mengkaji kesesuaian KDPPLKBS dan PSAK 59 dengan nilai-nilai
dan prinsip syari’ah, baik pada ranah filosofis maupun praksisnya.

3. Menginventarisir point-point pada KDPPLKBS dan PSAK No.59

yang dianggap masih dapat diperdebatkan dan dipertentangkan
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sebagai bahan rekomendasi untuk penyusunan standar yang benar-

benar mapan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

bagi berbagai pihak, yakni :

1.

Bagi penulis

Memberikan cakrawala berfikir yang lebih luas berpijak pada
koridor keilmuan yang penulis “miliki. Selain 1tu juga
memberikan gambaran yang komprehensif tentang dunia
akuntansi dikaitkan dengan nilai yang berada dibelakangnya.
Bagi kalangan akademisi

Dapat membenkan gambaran = serta 'pijé.kan dalam
mengembangkan ilmu akuntansi syari’ah baik secara teoritis
maupun praksis.

Bagi kalangan praktist

Sebagai rujukan tentang akuntansi syari’ah yang sesuai dengan
nilai-nilai syari’ah.

Bagi Penyusun Standar Akuntansi Syari’ah

Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan dan
pengembangan standar akuntansi syari’ah yang sesuai dengan

nilai-nilai dan prinsip syari’ah.
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1.6. Metodologi Penelitian

1..6.a. Jenis Penelitian

1.6.b.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
melakukan studi kepustakaan {/ibrary research], yaitu penelitian yang
dilakukan di  perpustakaan ataupun lembaga-lembaga  yang
menyediakan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan objek studi.
Kirk dan Miller mendefinisikan metode kualitatif sebagai sebuah
tradisi tertentu dalam ilmu sosial yang secara fundamental bergantung

pada pengamatan objek [Moleong, 1998].

Sumber Data

Ada dua sumber pokok yang dijadikan bahan dalam
penyusunan karya ini, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan
langsung dengan judul penelitian; sedangkan sumber sekunder adalah
sumber yang fungsinya menunjang data/sumber primer, yaitu berupa
buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan judul
tersebut.

Sumber primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah al-
Quran dan SAK yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia per 1
April 2004, Sedangkan sumber yang digunakan sebagaimana

tercantum dalam Daftar Pustaka penelitian ini.
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1.6.c. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk
mencapai sebuah tujuan. Tujuan sebuah penelitian adalah untuk
memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang disusun haruslah
relevan dengan masalah yang telah dirumuskan [Nawawi, 2003].

Penelitian ini pada dasamya bermaksud untuk mencermati dan
mengkaji lebih jauh tentang kesesuaian KDPPLKBS dan PSAK 59
pada sisi filosofisnya maupun dasar pengakuan transaksi dengan nilai
dan prinsip syari’ah.

Ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain
pertama, metode deskriptif. Analisa dan pemaknaan data dengan
alasan kualitas analisa data lebih diutamakan daripada data-data yang
bersifat statistika. metode deskriptif adalah metode ya:ﬁg digunakan
untuk menggambarkan objek-objek, kasus-kasus dan situasi dengan
teliti. Metode ini pada dasarnya merangkai kenyataan-kenyataan
menjadi sebuah cerita, yakni menguraikan secara teratur suatu
masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Akan tetapi,
agar metode ini menjadi sempurna atau setidaknya mendekati itu,
prosedur tidak boleh berhenti hanya pada taraf pengumpulan dan
penyusunan data semata, tetapi harus dilanjutkan dengan analisa dan
interpretasi terhadap data tersebut dengan mencari sebab akibat dan
perbandingan [causal-comparative studies] sehingga penelaahan dan

penganalisaan data dapat sempurna [ibid, 731.
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Pendekatan deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan
memaparkan secara komprehensif konsep akuntansi syari’ah dan
deskripsi materi yang terdapat pada KDPPLKBS dan PSAK 59.

Kedua, dilakukan  pendekatan  komparatif untuk
membandingkan antara nilai dan prinsip akuntansi syari’ah dengan
standar pelaporan keuangan pada KDPPLKBS dan PSAK 59.
Komparasi akan dilakukan secara simetris, dalam arti berimbang
setelah dilakukan pemaparan secara lengkap mengenai aspek-aspek
yang akan diperbandingkan. Penulis juga akan membandingkan
keduanya dengan standar pada akuntansi konvensional untuk
mengetahui sejauhmana pengaruh akuntansi konvensional terhadap
keduanya.

Ketiga, setelah komparasi dilakukan, peneliti akan melakukan
analisis sintesis [paduan] serta interpretasi untuk menentukan tingkat
kesesuaian antara KDPPLKBS dan PSAK 59 dengan nilai dan prinsip

akuntansi syari’ah.

1.6.d. Metode Pengumpulan Data
Selain data primer, data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah statemen atau teori yang dinyatakan oleh para ahli yang berkaitan
dengan materi-materi pembahasan pada penelitian ini. Teknik yang
digunakan adalah menggunakan metode dokumenter atau teknik

dokumentasi dengan mengkategorisasi dan mengklasifikasi bahan-bahan
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tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian [Nawawi,
2003-hlmn.95], baik dari sumber dokumen maupun buku-buku,
publikasi media massa, maupun sumber-sumber ilmiah lain yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dengan demikian data’ diperoleh dengan

metode purpoysive sampling.

1.7. Sistematika Penulisan
BABI PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan
Masalah, Batasan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Metodologi yang dipergunakan serta Sistematika

Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang
menjadi landasan dalam penelitian ini, antara lain Islam sebagai
ideologi, pandangan Islam ftentang sistem ekonom  dan
akuntansi, akuntansi konvensional versus akuntansi syairah
[sejarah, prinsip, tujuan, kerangka konseptual, sejarah, dasar

pelaporan, standar}, dan perbankan syariah.
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BAB Il KERANGKA KONSEPTUAL DAN STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN
Bab ini mendeskripsikan materi-materi yang dimuat dalam
AAOIFL, SAK dan PSAK 59, sebagai objek penelitian yang akan
dianalisa berdasarkan rumusan masalah serta landasan 1eoritik

yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI
Dalam bab ini akan dilakukan analisa serta interpretasi atas
PSAK 59 dan mengukur tingkat kesesuaian maupun
kesenjangannya dengan semangat serta prinsip keadilan dalam

ekonomi Islam.

BAB V KESIMPULAN
Berisi kesimpulan atas analisis dan interpretasi yang telah

dilakukan, saran dan keterbatasan penelitian.
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BABII
STUDI LITERATUR

Sebelum berpijak pada kajian teoritis tentang akuntansi syari’ah,
penulis akan mengawali kajian dalam bab ini dengan pembahasan mengenai Islam
sebagai sebuah tatanan nilai yang mengatur segala aspek kehidupan manusia,
diikuti dengan pembahasan mengenai pandangan Islam mengenai sistem ekonomi
dan turunannya sehingga terbentuknya sistem akuntansi syari’ah.

Kajian Islam sebagai sebuah tatanan akan penulis perkuat dengan
pembahasan mengenai ideologi. Dalam khazanah ilmu sosial, tatanan nilai yang
melatarbelakangi sistem yang berlaku dalam masyarakat sering disebut dengan
istilah ideologi. Ideologi akan memberikan warna terhadap berbagai sistem
kemasyarakatan dan akan menjadi karakter serta arahan dari setiap kebijakan dan
metodologi yang dipergunakan. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk
memunculkan kesimpulan bahwa Islam dapat dikategorikan sebagai sebuah
sistemn ideologi dan akuntansi syari’ah tidak dapat dilepaskan dari ajaran Islam.

Selanjutnya akan diuraikan tentang sistem ekonomi yang secara umum
diatur dalam ajaran Islam, seperti pembahasan tentang dilarangnya sistem bunga,
sistem zakat, konsep kepemilikan maupun sistem perbankan Islam hingga

menginjak kajian tentang sistem akuntansi konvensional dan akuntansi syari’ah.

1L 1. Islam Sebagai Tatanan Nilai
Dinamika yang terjadi pada perkembangan masyarakat dunia tidak

bisa dilepaskan dari pertarungan kepentingan yang berbasis kepercayaan dan
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setidaknya ideologi mengatur dan memberikan gambaran bagi penganutnya
tentang lima hal utama tersebut, dan untuk dapat memahami sebuah
ideologi, harus dipahami dasar teoritis dan filosofisnya.

Dalam pandangan beberapa pemikir sosial, Islam dianggap sebagai
sebuah ideologi yang mencakup dan mengatur seluruh aspek kehidupan
penganutnya. Dalam Islam, segala aspek kehidupan tidak dapat dilepaskan
dengan aspek ketuhanan. Bahkan Allah Swt [QS:5:3] dengan tegas
mengatakan bahwa Islam adalah ajaran paripurna yang memberikan
gambaran bahkan pedoman bagi penganuinya tentang segala detil
kehidupan. Perwujudan Islam yang paripurna merupakan sebuah mata rantai
yang tak terputus semenjak Allah menciptakan Adam sebagai manusia
pertama, dengan membawa risalah ketuhanan dan disempurnakan oleh Allah
sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, hiangga sampai pada
risalah terakhir yang disampaikan melalui Muhammad Saw [Basyir, 1978].

Basyir menjelaskan Islam sebagai berikut :

“Sebagai agama yang telah disempurnakan, agama Islam yang dibawa

nabi Muhammad Saw memberikan pedoman hidup yang menyeluruh,

meliputi bidang-bidang agidah, yaitu cara bagaimana manusia

mengabdi kepada Allah; akhlag, yaitu cara bagaimana manusia
mempunyai sikap hidup yang baik dan menjauhi sikap hidup yang
buruk, dan muamalah, yaitu cara bagaimana manusia harus
melaksanakan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berekonomi, dan

lain sebagainya.”

Huntington [1996] mengungkapkan bahwa pasca keruntuhan Uni
Soviet sebagai simbol kekuatan sosialisme-komunisme, maka Islamlah yang

akan menjadi alternatif ideologi yang dapat menjadi jalan keluar atas

kekuatan liberalisme barat. Islam, setidaknya bagi penganutnya merupakan
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memperbolehkan segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh umatnya,
kecuali ada dalil  yang mengharamkannya. ~ Aturan-aturan yang
mengharamkan muamalah sudah jelas disampaikan baik dalam al-Quran
maupun hadist nabi. Sebaliknya hukum asal dari ibadah adalah diharamkan,
kecuali ada perintah untuk melaksanakannya.

Setidaknya ada dua narasi besar untuk mewujudan keadilan dan
kesejahteraan sosial dalam Islam, yaitu larangan riba [sistem tanpa bunga]
dan adanya perintah untuk menunaikan zakat. Larangan riba merupakan
bagian dari muamalah, sementara perintah zakat merupakan bagian dar
rukun Islam yang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat
Islam. Aturan mengenai keduanya dalam Islam bertujuan untuk
mewujudkan tatanan ckonomi yang berkeadilan dan memperhatikan

kesejahteraan sosial.

11.2.1. Pandangan Islam Tentang Bunga dan Nilai Waktu Uang
Mayoritas ulama 'sepakat bahwa bunga bank [inferes(] adalah
riba [usury]. Secara bahasa, riba diartikan sebagai kelebihan
[ziyadah] atau tambahan. Sedangakan menurut teminologi [istilah],
riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal
secara bathil [Antonio, 2001]. Ini merupakan larangan Allah untuk
nemakan harta sesama dengan jalan yang bathil [QS. 4:29].
Bathil, menurut Ibnu al-Arabi al-Maliki [ibid], yaitu adanya

penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti
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11.2.2, Zakat

Salah satu elemen penting untuk mewujudkan keadilan sosial
dalam Islam adalah zakat. Zakat bukanlah pajak umum, namun
merupakan pajak khusus yang dipungut kepada orang muslim dalam
sebuah negara dan dibayarkan sebagai kewajiban dan pengamalan
keagamaan mereka dalam penghambaan kepada Allah [Tahen,
2000]. Zakat tidak dapat dipersamakan dengan pajak, karena
memiliki tujuan dan ciri yang berbeda. Zakat diperintahkan dalam
hubungan manusia dengan Tuhannya, sementara pajak merupakan
kewajiban warga negara kepada negara.

Dalam hubungannya dengan akuntansi, zakat dikenakan pada
kekayaan yang memiliki nilai [market value], dimana fungsi zakat
adalah salah satu cara untuk mencegah penimbunan harga yang dapat
menimbulkan adanya dana menganggur, sehingga dianjurkan untuk
menempatkan resource-nya ke adalam bentuk aktiva yang produktif,
yaitu di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah.

Kahf [1976] dan Fandi {1976] via Triyawono dan As’udi
[2001] berpendapat bahwa yang dikenakan zakat adalah harta bersih
atau networth atau harta setelah dikurangi kewajiban-aktiva setelah
dikurangi liabilities. Zakat diharapkan akan meningkatkan investasi
atau financial resources atau harta produktif.

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

menyatakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah :
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dimulai pada saat msab ditentukan. Sedangkan
penghitungan zakat atas saldo dana adalah dilakukan pada
saat awal tahun dan akhir tahun. Adanya penurunan selama

tahun tersebut diabaikan untuk tujuan nisab.

11.2.3. Kepemilikan dalam Islam

Al-Quran menegaskan adanya hak milik Allah sebagai hak
milik yang mutlak, namun juga diakui adanya hak milik manusia
yang merupakan hak milik nisbi [relatif] . Hak milik relatif ini berarti
bahwa secgala sesuatu yang dimiliki manusia adalah milik Allah,
berasal dari pemberian Allah, dan manusia hanya memperoleh kuasa
terhadap hak miliknya dari Allah, dan hak milik manusia diakui,
dihormati dan dilindungi keselamatannya, tetapi diatur bagaimana
cara membelanjakannya {Basyir, 1978].

Ada dua teori pokok kepemilikan dalam literatur akuntansi,
yaitu proprietary theory dan entity thory. Dalam proprietary theory,
entitas bisnis dipandang sebagai agen atau representasi dengan apa
seorang enferpreneur atau shareholder beroperasi [Tuanakotta, 1986
via Setiabudi dan Triyuwono, 2002} dan [Khan, 1994]. Sudut
pandang kelompok proprietor berpusat pada kepentingan pemilik
yang direfleksikan dalam proses sistem akuntansi serta penyiapan
laporan keuangan. Tujuan utama dari proprietary theory adalah

determinasi dan analisis kekayaan bersih dari proprietor



dan kewajiban [habihities], dan eckuwtas pemegang sahamn
[stockholder’s equity] [Belkaoui, 2001; Setiabudi dan Triyuwono,
20021

Unit bisnis bertanggungjawab pada equity holder, oleh
karena 1tu entity theory dapat dikatakan sebagai teori yang terfokus
pada penghasilan, sehingga konsekuensinya adalah income statement
oriented [ibid].

Diantara dua teori utama kepemilikan tersebut, Islam lebih
mendukung proprietary theory. Menurut Kbhan [1994] Entity theory
memiliki keganjilan karena, pertama, tidak jelasnya siapa pemilik
utama dari bisnis. Misalkan terjadi ketidakmampuan perusahaan
membayar kewajiban, maka tidak jelas siapa yang akan
menyelesatkannya dengan kreditor. Kedua, terdapaf ketidakadilan
dengan adanya hak pemegang saham untuk memperoleh dividen dari
keuntungan, sementara jika terjadi kerugian, maka pemegang saham
tidak ikut menanggung beban kerugiannya.

Implikasi dari penerapan konsep proprietary theory adalah
diterapkannya sistem bagi hasil [profit and loss sharing], dimana
pihak-pihak yang berkaitan dengan kepemilikan usaha akan
menerima keuntungan dan menanggung resiko kerugian secara
bersama-sama. Dan ketentuan pembayaran zakat sebanding dengan

kekayaan yang dimilikinya.
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IT1.3. Tmplikasi Sistem Ekonomi Islam terhadap Akuntansi Syari’ah

Dalam akuntansi konvensional, struktur akuntansi dapat digambarkan

secara hirarkis sebagai berikut :

1. Tujuan Laporan Keuangan

[

]

2.a. Postulat
Akuntansi

2.b. Konsep Teoritis
Akuntansi

3. Prinsip Dasar Akuntansi

4. Standar Akuntansi

5. Laporan Keuangan

Gambar I1.1.
Hirarki Elemen Struktur Akuntansi Konvensional

Sementara dalam -akuntansi syari’ah, penulis mengembangkannya

sebagai berikut :




sebagaimana diperintahkan dalam kitab suct al-Quran surat al-Baqarah ayat
282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah
seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.
Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana
Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan
hendaklah orang yang berutang it mengimlakkan apa yang
ditulis itu, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya,
dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya.
Jika yang berutang itu orang yang lemah akal atau lemah
keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan,
maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki
diantara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka
bolehlah seorang lelaki dan dia orang perempuan dari saksi
yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkanmya. Janganlah saksi itu enggan memberi
keterangan apabila mercka dipanggil, dan janganlah kamu
jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai
waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah
dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak menimbulkan keraguan. [Tulislah muamalahmn itu]
kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu
Jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu berjual
beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika
kamu lakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya hal itu
adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada
Allah. Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala
sesuatu.”

Muamalah dalam pengertian ayat tersebut diartikan dengan kegiatan
seperti jual beli, utang-piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya {ibid].

Harahap [2004] mengungkapkan bahwa akuntansi syari’ah
menggunakan perpaduan antara konsep syariat Islam yang relevan dengan
akuntansi dengan konsep dan ciri akuntansi kontemporer, sehingga

menimbulkan pengertian nilai-nilai Islam ada dalam akuntansi dan

akuntansi ada dalam struktur hukum dan muamalat Islam.
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TL.5. Semangat Islam dalam Akuntansi

Meidawati [1998] mengemukakan adanya kesamaan antara konsep

Islam dan hakekat akuntansi karena Islam mengatur tentang akuntansi dan

memberikan andil dalam perkembangannya. Hal ini dapat dilihat bahwa :

1.

(3]

Yang dicatat akuntansi adalah transaksi [muwamalah]. Transaksi
adalah : “the occurance of an exchange or an economic event that
must be recorded by an entity”, [Fess & Warren, 1993, p 14] atau
segala sesuatu yang mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan
pasiva suatu perusahaan.

Dasar pencatatan transaksi adalah bukti [evidence] seperti faktur,
cek, kuitansi, dan lain-lain. Yang dianggap bukti dalam Islam
adalah bukti yang didukung sifat-sifat kebenaran tanpa ada
pempuan. Dalam akuntansi yang menandakan kuat tidaknya suatu
bukti adalah : real evidence [bukti fisik], testimonial evidence
[bukti yang berasal dari pihak luar] dan indirect evidence [bukti
yang diperoleh secara tidak langsung].

Bukti yang menjadi dasar pencatatan akan diklasifikasikan secara
teratur dengan menggunakan aturan umum yang disebut Standar
Akuntansi Keuangan. Standar tersebut disusun oleh Ikatan
Akuntan Idonesia, melalui berbagai tahap pengujian, sampai
menjadi prinsip yang diterima umum. Sehingga proses tersebut
didasari oleb keadilan dan obyektifitas, yang juga termaktub dalam

ajaran Islam. Proses pencatatn tersebut di dalam akuntansi sampai




1. kepada diterbitkannya laporan keuangan yang merupakan output
dari manajemen.

4. Untuk ﬁlencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, laporan

keuangan tersebut harus diperiksa oleh pihak yang independen, di
Indonesia diperiksa oleh akuntan publik.

Dilihat dari hal tersebut diatas, proses pencatatan sampai tersusunnya
laporan keuangan dalam akuntansi sehingga informasi yang dihasilkan dapat
digunakan oleh pihak umum, terlihat bahwa sistem akuntansi menjaga
output yang dihasilkan tetap dalam sifat kebenaran, keadilan dan kejujuran
[objektivitas], sebagaimana halnya hakekat dan keinginan dalam ajaran

Islam.

11. 6. Sifat Akuntansi Syari’ah

! Muhammad Akram Khan via Harahap [2004] merumuskan sifat

} akuntansi Islam sebagai berikut :

t 1. Penentuan laba rugi yang tepat;
Walaupun penentuan laba rTugi agak bersifat subjektir dan

a bergantung nilai, kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai
hasil yang bijaksana [atau dalam Islam sesuai syari’ah] dan
konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan seua pihak
pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan;
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Menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam

(V3]

penyusunan laporan keuangan;
4. Meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan
terhadap informasi yang disajikan laporan keuangan,

5. Meningkatkan kualitas dapat diperbandingkan.

Hendriksen dan Breda [2000] mengemukakan kegunaan teori
akuntansi sebagai berikut :
1. Memberikan rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan
praktek akuntansi;
2. Memberikan pedoman terhadap praktek dan prosedur akuntansi

yang baru.

Adnan [2005] mengungkapkan pada tataran metodologis, ada dua
perbedaan pandangan [aliran], sebagaimana juga diakui oleh Accounting
and Auditing Organization: for Islamic Financial Institution [AAO-IFI]

dalam Staternent of Financiol Conceptual Framework No. 1, yaitu .

“Ada dua aliran yang terjadi. Pertama, adalah mereka yang
menghendaki bahwa tujuan dan kaidah akuntansi syari’ah
dibangun atas dasar prinsip dan ajaran Islam, lalu
membandingkannya dengan pemikiran-pemikiran akuntansi
kontemporer yang sudah mapan. Kedua adalah berangkat dari
tujuan dan kaidah akuntansi konvensional yang sudah ada,
kemudian mengujinya dari sudut pandang syari’ah. Bagian
yang sejalan diterima dan dipakai, sedangkan bagian yang
dipandang tidak sesuai ditolak.”
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El-Din [2004] mengungkapkan tujuan akuntansi keuangan
adalah :

1. Menentukan hak dan kewajiban dari semua bagian yang

berkepentingan yang berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah;

2. Melindungi aset bank Islam, haknya dan juga hak yang
lainnya;

3. Meningkatkan manajerial dan kapabilitas produktivitas dari
bank Islam;

4. Melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna, dan
memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang sah
dalam kaitannya dengan bank Islam.

Menurut SAK No. 1, tujuan laporan keuangan adalah untuk

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi igeuangan,

kinerja suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pemakai dalam pengambilan keputusan.”

Untuk mencapai kesempurnaan dalam bentuk akuntansi
syari’ah, maka tujuan harus dibentuk dalam terminologi yang khusus
untuk menjamin konsistensi dengan tujuan dari standar akuntansi
syari’ah. El-Din [2000] menyebutkan tujuan laporan keuangan, yaitu
untuk memenuhi kebutuhan berikut

1. Informasi tentang tujuan bank syari’ah dan tingkat
kesesuaiannya dengan nilai syari’ah;

2. Informasi keuangan sebagai rujukan pengguna dalam

menganalisa tingkat kecukupan modal bank syari’ah, risiko
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yang terkandung dalam investasi, dan level likuiditas untuk
membayar obligasi;

Informasi sebagai panduan dalam penilaian zakat;

L3

4. Informasi tentang arus kas, waktu dan risiko yang terkait;

5. Informasi tentang pertanggungjawaban sosial.

11.7.2. Prinsip-prinsip Akuntansi Syari’ah

Teori akuntansi konvensional lahir dan berkembang pada
sistem ekonomi yang mementingkan kepemilikan pribadi. Berbeda
dengan sistem ekonami Islam sebagai dasar dari akuntansi syari’ah
yang sangat mementingkan keadilan sosial. Elemen penting untuk
mewujudkan kesejahteraan sosial adalah zakat dan pelarangan riba
[bunga]. Riba dilarang dalam Islam dan masyarakat tidak
diperbalehkan memperoleh nang dengan meminjamkan uang mereka
dan memperoleh bunga. Dalam sistem ekonomi ekonomi Islam,
negara memiliki tanggungjawab untuk menciptakan lingkungan yang
stabil untuk mengimplementasikan nilai-nilai syari’ah. Disinilah
perbedaannya, dimana akuntansi syari’ah berdasar pada ekonomi
makro, sementara akuntansi konvensional berdasar pada ekonomi
mikro. Di negara-negara barat, mengacu pada prinsip dasar
ckonominya, pengguna utama dari laporan keuangan adalah mvestor
dan kreditor. Kelompok lain seperti pemerintah, kelompaok sosial dan

masyarakat lain berada pada tingkatan kedua [Taheri, 2000].
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Sadr {1994, 51-55] via Taheri {2000] ‘mengungkapkan bahwa

ckonomi Islam terdiri dari tiga komponen prinsip dasar, yaitu :

1. Pinsip kepemilikan multi-facet,

Berdasar pada ayat al-Quran surat al-Baqarah ayat 284,
kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah Swt. Manusia
dipercaya memiliki kekayaan dan bertanggungjawab
kepada Allah Swi, dengan prinsip pengelolaan yang
berdasar syari’ah.

2. Prinsip kebebasan ekonomi dengan batas yang diatur,
Pelaksanaan dari prinsip ini adalah seperti adanya aturan
yang melarang riba, monopoli dan sejenisnya.

3. Prinsip keadilan sosial.

Ada dua prinsip pokok dalam keadilan sosial, yaitu prinsip

saling bertanggungjawab dan prinsip keseimbangan sosial.

Tidak jauh berbeda dengan Muhammad [2002] yang
menguraikan tiga prinsip umum akuntansi syari’ah, yaitu @ [1].
Prinsip keadilan; {2]. Prinsip Kebenaran; dan (3] Prinsip
pertanggungjawaban. Lebih lanjut lagi Muhammad [2002] dengan
mengacu pada nash-nash dalam al-Quran dan ciri-ciri pelaporan
akuntansi, mengurai sembilan prinsip-prinsip khusus akuntansi

syari’ah, yaitu :

1. Dilaporkan secara benar [QS. 10:5];
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8.

9.
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Cepat pelaporannya {QS. 2:202, 3:19, 5.4, 13:41, 14:51,
24:39, 38:16, 40:17};

Dibuat oleh ahlinya [akuntan] [QS. 13:21, 13:40, 23:117,
88:26];

Terang, jelas, tegas dan informatif [QS. 17:12, 14:41,
84:8};

Memuat informasi yang menyeluruh [QS. 6:52, 39:10];
Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat
secara horizontal maupun vertikal [QS. 2:212, 3:27, 3:37,
13:18, 13:30, 24:38, 38:39, 69:26];

Terperinci dan teliti [QS. 65:8];

Tidak terjadi manipulasi [QS. 69:20, 78:27];

Dilakukan secara kontinyu [tidak lalai] [QS. 21:1, 38:26].

Tujuan dari adanya prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai

wujud  pertanggungjawaban  demi keadilan dan kebenaran

sebagaim

ana termuat dalam surat al-Bagarah ayat 282.

Adnan [2005] meringkas perbedaan prinsip yang melandasi

akuntansi syari’ah dan konvensional :

Akuntansi Akuntansi Syari’ah
Konvensional
Postulat Pemisahan antara bisnis | Entitas didasarkan pada
Entitas dan bagi hasil bagi hasil
Postulat Kelangsungan bisnis Kelangsungan usaha
Going secara terus menerus, tergantung pada
Concern yaitu didasarkan pada persetujuan kontrak antara
realisasi keberadaan aset | kelompok yang terlibat
dalam aktivitas bagi hasil
Postulat Tidak dapat menunggu Setiap tahun dikenai zakat,
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periode sampai akhir kehidupan | kecuali untuk produk
akuntansi perusahaan dengan pertanian yang dihitung
mengukur keberhasilan | setiap panen
aktivitas perusahaan
Postulat unit | Nilai uang Kuantitas nilai pasar
pengukuran digunakan untuk
menentukan zakat
binatang, hasil pertanian
dan emas
Prinsip Bertujuan untuk Menunjukkan pemenuhan
Penyingkap | pengambilan keputusan hak dan kewajiban kepada
an Penuh Allah, masyarakat dan
individu
Prinsip Reliabilitas pengukuran | Berhubungan erat dengan
Obyektifitas | digunakan dengan dasar - | konsep ketagwaan, yaitu
bias personal pengeluaran materi
maupun non materi untuk
memenuhi kewajiban
Prinsip Dihubungkan dengan Berhubungan dengan
Materi kepentingan relatif pengukuran dan
mengenai informasi pemenuhan
pembuatan keputusan tugas’kewajiban kepada
Allah, masyarakat dan
individu
Prinsip Dicatat dan dilaporkan Dicatat dan dilaporkan
Konsistensi | menurut GAAP secara konsisten sesuai
dengan prinsip yang
dijabarkan oleh syari’ah
Prinsip Pemilihan teknik Pemilihan teknik akuntansi
konservatis | akuntansi yang sedikit dengan memperhatikan
me pengaruhnya terhadap dampak baiknya terhadap
pemilik masyarakat
Tabel 11.1.

Perbedaan Prinsip Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syari’ah

I1.7.3. Kerangka Dasar Konspetual Akuntansi Syari’ah

Kerangka Konseptual diharapkan merupakan seperangat tujuan

dan fondasi sebagai suatu sistem yang koheren/runtut yang akan

mendorong terciptanya standar-standar akuntansi yang konsisten dan

yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan-batasan akuntansi dan
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Dari sisi lain akumtansi syari’ah dapat digambarkan sebagai

berikut [Harahap, 2004} :

Lembaga Perusahaan Individu

A
Melukukan Kegiatan Muamalah [Bisnis]
Harus Sesuai Syari’ah

3
Kegiatan Dicatat jAccounting]

\ 4

Input Transaksi Proses Pembuknan < Output Laporan

A
Prinsip-prinsip AK
+
Penekanan pada Keadilan Kebenaran
Penegakan Syariat Allah

Gambar I1.4.
Konsep Akuntansi Islam

Berbeda dengan paradigma akuntansi lain yang menekankan
penggunaan akuntansi pada proses pengambilan keputusan, melalui
informasi dan pelaporan akuntansi yang benar. Paradigma akuntansi
syari’ah mengenal itu semua, namun juga memasukkan konsep
pertanggungjawaban dalam bidang akuntansi, yaitu dengan
paradigma antropologi/deduktif {Muhammad, 2002]

Lebih lanjut Muhammad mengungkapkan adanya tiga dimensi
yang saling berhubungan, yaitu : [1] mencari keridhoan Allah
sebagai tujuan utama dalam menentukan keadilan sosio-ekonomi; 2]

merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, yaitu dengan memenuhi



menckan kemiskinan dan wupaya untuk mengurangi
kesenjangan pendapatan.

Untuk itu, perbankan harus mengembangkan standar untuk
laporan-laporan tersebut, sehingga informasi yang disampaikan
konsisten dan dapat diperbandingkan.

Berikut macam-macam laporan keuangan akuntansi bank
syari’ah :

1. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan;

2. Laporan laba-rugi;

3. Laporan sumber dan penggunaan dana,

4. Laporan dana gard al-hasan;

5. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;

6. Laporan transaksi-transaksi yang dilarang;

7. Laporan investasi untuk usaha perlindingan lingkungan,

8. Laporan investasi untuk pengembangan nilai-nilai Islam;

9. Laporan pemenuhan kontrak.

11.8. Dasar Pengakuan dan Pengukuran
11.8.1 Konsep Pengakuan Akuntansi
Aspek pengakuan memegang peranan penting sebagai
kerangka dasar, karena pengakuan merujuk kepada prinsip yang
mengatur kapan dicatatnya transaksi [Adnan, 2005]. Dalam

akuntansi konvensional konsep pengakuan akuntansi berkaitan
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makna ekonomik obyek tersebut di masa lalu, sekarang atau yang
akan datang.

Asset, utang atau perubahan dalam modal [equitas] harus
mempunyai suatu atribut yang relevan yang dapat dikuantifikasi
dengan satuan moneter, yang mempunyai tingkat reliabilitas cukup.

Pos-pos lancar yang disajikan dalam laporan keuangan diukur
dengan atribut yang berbeda tergantung dari sifat pos tersebut serta
relevansi dan reliabilitas dari atributnya.

Berikut atribut yang umumnya digunakan dalam praktek
terhadap asset dan utang :

1. Historical Cost

Asset Tetap [property, plant dan equipment] dan sebagian
besar persediaan dilaporkan berdasarkan historical cost
yang merupakan jumlah kas atau ekuivalennya yang
dibayarkan untuk memperoleh asset sampai asset tersebut
siap digunakan. Pada saat perolehan asset diukur sebesar
historical. Pada umumnya setelah perolehan dilakukan
disesuaikan dengan depresiasi atau alokasi lainnya. Utang
yang merupakan kewajiban untuk menyediakan barang atau
jasa kepada langganan [kreditur] umumnya dilaporkan pada
historical proceeds, yang merupakan jumlah kas atau

ekuivalennya yang diterima ketika terjadinya kewajiban
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tersebut dan mungkin setelah itu disesuaikan dengan
amortisasi atau alokasinya.

Current Cost

Beberapa persediaan dilaporkan atas dasar current
[replacement] cost yang merupakan jumlah kas atau
ekuivalennya yang akan dibayar bila aktiva yang sama
diperoleh pada saat ini.

Current Market Value [CMV]

Beberapa investasi dalamn sural berharga dilaporkan atas
dasar current market value yang merupakan jumiah kas
atau ekuivalennya apabila dilakukan penjualan aktiva
tersebut dalam likuidasi. CMV biasanya juga digunakan
untuk aktiva yang diharapkan dijual dengan harga lebih
rendah dari jumlah perolehannya. Beberapa utang yang
merupakan surat-surat berharga yang dapat dijual
[marketable], seperti utang pesanan surat berharga atau
utang penjualan modal saham dilaporkan secara dasar
CMV.

Net Realizable [settlement] Value

Piutang lancar dan beberapa persediaan dilaporkan atas
dasar net realizable value, yaitu merupakan kas non
diskonto atau ekuivalennya bila aktiva tersebut

dikonversikan pada saat jatuh tempo dikurangi biaya




54

langsung, bila ada, yang diperlukan untuk konversi
tersebut. Utang baik yang jumlahnya sudah pasti ataupun
yang masih dalam perkiraan pada tanggal jatuh temponya,
misalnya utang dagang atau yang dijamin, umumya
dilaporkan atas dasar nef set{lement value, yaitu merupakan
kas non diskonto atau ekuivalennya yang hendak dibayar
pada saat penyelesaian kewajiban tersebut pada tanggal
jatuh temponya ditambah biaya langsung, jika ada yang

diperlukan untuk melakukan pembayaran.

. Present [discounted] value of future cash flows

Piutang jangka panjang dilaporkan atas dasar present value,
yaitu nilai sekarang atau nilai diskonto dari aliran kas
masuk di masa yang akan datang yang diperlukan untuk

penyelesaian pada tanggal jatuh temponya.

Atribut yang berbeda mungkin menghasilkan jumlah yang

sama khususnya pada saat pengukuran mula-mula. Laporan

keuvangan pada prakiek sekarang umummya didasarkan -pada

historical cost.

11.9. Definisi Unsur-Unsur Dasar Pernyataan Keuangan

1.

Asset

Assct adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau

manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri ataupun dengan
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asset yang lain, yang haknya didapat oleh bank Islam sebagai hasil dari
transaksi atau peristiwa di masa lalu. Untuk bisa digambarkan sebagai
sebuah asset pada pernyataan posisi keuangan bank Islam, asset itu harus
memiliki karakter tambahan berikut:
1. Dapat diukur secara keuangan dengan tingkat reliabihtas yang
wajar.
2. Tidak boleh dikaitkan dengan kewajiban yang tidak dapat

diukur atau hak bagi pihak lain.

LI

Bank Islam harus mendapatkan hak untuk menahan,

menggunakan, atau mengelola aset itu.

. Liabilities

Liabilitas adalah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset,

meneruskan penggunaannya, atau menyediakan jasa bagi pihak lain di

masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

Untuk bisa digambarkan sebagai sebuah liabilitas pada pernyataan posisi

keuangan bank Islam, liabilitas itu harus memiliki karakter tambahan

benkut:

a. Bank Islam harus memiliki kewajiban kepada pihak lain dan
kewajiban bank Islam tidak boleh saling bergantung [reciprocal]
dengan kewajiban pihak lain kepada baunk.

b. Kewajiban bank Islam harus bisa diukur secara keuangan dengan

tingkat reliabilitas yang wajar.
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pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal,
perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih

keuntungan, seperti manajemen rekening investasi terbatas.

6. Biaya

Biaya adalah penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas
atau gabungan dari keduanya sclama periode yang dipilih oleh
pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal,
perdagangan, atau aktivitas, termasuk pemberian jasa.

. Keuntungan

Keuntungan adalah kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari
memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode yang
dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari
pernindahan saling tergantung insidental yang sah dan yaﬁg fidak saling
tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan
pemegang saham, atau pemegang pemegang rekening investasi tak
terbatas dan yang setara dengannya.

. Kerugian

Kerugian adalah penurunan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari
memegang aset yang mengalami penurunan nilai selama periode yang
dipilih oleh pernyataan pendapatan. Kerugian juga bisa terjadi akibat
pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan yang tidak saling

tergantung, kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan
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pemegang saham, atau pemegang rekening investasi tak terbatas dan
yang setara dengannya.
9. Keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan yang setaranya
10. Keuntungan bersih [kerugian bersih]
11. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik atau pernyataan laba ditahan
a. Pernyataan perubahan dalam saham pemilik
b. Pernyataan laba ditahan
12. Pernyataan aliran kas
a. Kas dan setara kas
b. Aliran kas dari transaksi
¢. Aliran kas dari aktivitas investasi
d. Aliran kas dari aktivitas pembiayaan
13. Pernyataan perubahan dalam investasi terbatas dan setaranya
a. Investasi terbatas
b. Simpanan dan penarikan oleh pemegang rekening investasi terbatas
dan ekuivalensinya
¢. Keuntungan [kerugian] investasi sebelum bagian ke-untungan
manajer investasi sebagai scorang mudharib, atau kompensasi
sebagai wakil [agen] investasi.
d. Bagian manajer investasi dalam keuntungan investasi terbatas
sebagai seorang mudharib atau kompensasi sebagai manajer

investasi.
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14. Pernyataan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sosial
a. Sumber dana zakat dan dana sosial
b. Penggunaan dana zakat dan dana sosial
¢. Saldo dana zakat dan dana sosial
15. Pernyataan sumber dan penggunaan dana dalam qardh
a. Qardh
b. Sumber dana dalam gardh
¢. Penggunaan dana dalam gardh

d. Saldo dana dalam qardh

1L.8. Perbankan Syari’ah

Sebagaimana diungkap sebelumnya, bahwa pengembangan akuntansi
syari’ah merupakan upaya umtuk mengakomodir sistem akuntansi bagi
perbankan dan lembaga keuangan syari’ah lainnya, maka berikut akan
diuraikan tentang beberapa produk perbankan maupun lembaga keuangan

syari’ah lainnya, antara lain : [ibid]

1. Wadi'uh [Saving]

Wadi’ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain,
baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan
dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Bank tidak
boleh menggunakan dan memanfaatkan wang atau barang yang

dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya. Pihak penerima
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titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya
penitipan.

Dalam prakteknya, pihak penerima titipan akan menggunakan
titipannya tersebut dengan sepengetahuan penitip dan menjamin
akan mengembalikannya utuh jika si penitip menginginkannya.
Pihak penerima titipan juga diperbolehkan memberikan insentif
berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.
Musyarakah [Partnership, Project Financing Participation]
Adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu
usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan
Kontribusi dana [atau amal] dengan kesepakatan bahwa
keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai
kesepakatan,

Mudharabah [Trust Financing, Trust Investment]

Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti memukul atau
berjalan. Pengertian memukul -atau berjalan ini lebih tepatnya
adalah proses sescorang memukulkan kakinya dalam
menjalankan usahanya.

Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara
dua pihak dimana pihak pertama [shahibul mal] menyediakan
seluruh [100%] modal, sedangkan pihak lainnya menjadi
pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila



61

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan
akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu
diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si
pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
Mazara 'ah [Hurvest-Yield Prifii Shuring]

Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan
penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian
kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan
imbalan tertentu [persentase] dari hasil panen.

Musaqah [Plantantion Management Fee Based on Certain
Portion of Yield]

Merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, dimana
si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan
pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah
tertentu dari hasil panen.

Murabahah [Deferred Payment Sale]

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang disepakati.

Bai’ as-Salam {In front Payment Sale]

Merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari,

sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
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Bui’ al-Istishna' {Purchase by Order or Munufacture]
Merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat
barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan
dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain
untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang
telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua
belah pihak sepakat apakah pembayaran dilakukan di muka,
melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada
masa yang akan datang,

ljarah [Operational Lease and Financial Lease]

Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,
melalui pembayaran upah sewa, tanpa ditkuti dengan
pemindahan kepemilikan [ownership/milkiyyuah] atas barang itu
sendiri.

Wakalah/Jasa {IFee Based Service]

Merupakan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.
Dalam bahasa Arab, hal im dapat dipahami sebagai at-tafwidh.
Dalam arti pelimpahan kekuasaan oleh sescorang kepada yang
lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Kafalah [Guaranty]

Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung [kafif]
kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua

atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti




mengalihkan tanggungjawab sescorang yang dijamin dengan
berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

l.  Hawalah [Transfer Service]
Merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada
orang lain yang wajib menanggungnya.

m.  Ar-Rahn [Mortgage]
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana ar-
Rahn merupakan jaminan utang atau gadai.

n.  Al-Qardh [Soft and Benevolent Loan]
Merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih
atau diminta kembali atau dengan kata lain ‘meminjamkan tanpa
mengharapkan imbalan. Qardh bukan merupakan transaksi
komersial.

Produk-produk tersebut dikelompokkan atas dasar prinsip yang
digunakan, yaitu prinsip titipan atau simpanan [wadi ‘ah], prinsip bagi hasil
[musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah], prinsip jual beli
[murabahah, bai’ as-salam, bai’ al-istishna’}, prinsip sewa [ijarah], prinsip
jasa [wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan gardh].

Adapun fungsi dan peran bank syariah adalah :
1. Sebagai manajer investasi; Dalam hal ini bank ‘mengelola dana

yang dititipkan kepada bank.
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Sebagai 1rrvestor, Dalam hal ini bank menginvestasikan dana
untuk dikelola kepada pihak lain.
Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Sebagai pelaksana kegiatan sosial [menghimpun,

mengadministrasikan, mendistribusikan] = Zakat serta dana-dana

sosial lain
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BAB I
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

I11.1. Standar Akuntansi

Akuntansi memiliki rerangka teori konseptual yang menjadi dasar
pelaksanaan teknik-tekmkuya. Pengertian Rerungka Acuan Konseptual
adalah hasil suatu proses penalaran dan pemikiran akutansi yang diharapkan
berlaku dalam lingkungan dan kondisi tertentu yang merupakan hasil
pemilihan faktor-faktor dan konsep-konsep yang dianggap relevan, terpadu
dan saling berkaitan.

Kerangka dasar konseptual ini terdiri dari standar [teknik, prinsip]
dan praktik yang sudah diterima oleh umum karena kegunaan dan
kelogisannya. Standar itu disebut standar akuntansi. Di Indonesia disebut
Standar Akuntansi Keuangan [SAK]. SAK merupakan pedoman bagi siapa
saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima oleh umum.

Standar keuangan mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur
yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi [Standard Setting
Body] pada saat tertentu. Standar ini merupakan konsensus pada kala itu
tentang pencatatan sumber-sumber ekonomi, kewajiban, modal, hasil, biaya
dan perubahannya dalam bentuk laporan keuangan. Dalam standar ini
dijelaskan transaksi apa yang harus dicatat; bagaimana mencatatnya, dan
bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang akan

disajikan.
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Di USA dikenal adanya Conceptual Framework atau Kerangka
Acuan Konseptual yang dapat dijadikan pengarah dalam penyusunan
standar akuntansi.

Sejarah keberadaan framework di USA berawal dari tim
Conceptual Framework Project yang dibentuk Financial Accounting
Standards Board [FASB] tahun 1973 dengan tugas utama menyusun
rerangka acuan dan pada bulan desember 1985, USA mempunyai Rerangka
Acuan Konseptual. Rerangka Acuan Konseptual tersebut terkumpul dalam
bentuk lirna permyataan yang saling berkaitan, yaito Statement of Financial
Accounting Concept [SFAC] Nomor 1 sampai Nomor 6 [SFAC Nomor 6
sebagai ganti SFAC Nomor 3].

Standar akuntansi ini merupakan masalah penting dalam profesi
dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh
karena itu, meckanisme penyusunan standar akuntansi harus diatru
sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan. Standar akuntansi ini akan
terus berubah dan berkembang sesuai perkembangan dan tuntutan
masyarakat.

Belkaoui [2001] mengemukakan alasan pentingnya standar
akuntansi sebagi berikut :

1. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, prestasi

dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan
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standar akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai  sifat
jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan.

2. Memberi pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntan publik
agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati,
independen, dan dapat mengabdikan  keahliannya  dan
kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntan setelah
melalui pemeriksaan akuntan.

Memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai

[FS)

informasi yang diunggap penting dalum perhitungan pajak,
peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan
ekonomi, dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan-tujuan
makro lainnya.

4. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori
dan standar akuntansi. Semakin banyak standar yang
dikeluarkan, semakin banyak kontroversi dan semakin
bergairah untuk berdebat, berpolemik dan ‘melakukan
penelitian.

Dalam penyusunan standar akuntansi ada tiga kemungkinan, yaitu

diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan pasar, diserahkan kepada swasta

atau profesi, dan diserahkan kepada pemerintah [ibid].
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T11.2. Standar Akuntansi Syari’ah AAOIFI

Dalam skala internasional, Accounting and Auditing Organizations
for Islamic Financial Institutions [AAOIFI] merupakan badan yang
memiliki otoritas untuk menyusun standar akuntansi keuangan dan auditing
untuk lernbaga keuangan Islam internasional. Standar yang dibuat oleh
AAOIFI diacu oleh banyak negara, termasuk Indonesia dalam menyusun
Standar Akutansi Keuangan Syari’ah. Uraian tentang materi AAOIFI ini
penulis ambil dari tulisan Sofyan Safri Harahap di Media Akuntansi edisi

Mei 2003.

11.2.1. Deskripsi Kelembagaan AAOIFI

AAOIFI sebelumnya bernama Financial ~Accounting
Organization for Islamic Banks and Financial Institution didirikan
pada tanggal 1 Safar 1410 atau 26 Februari 1990 di Aljiria. Tujuan
organisasi ini adalah : [1]. Mengembangkan pemikiran akuntansi dan
auditing yang televan dengan lembaga kevangan; {2]. Menyamakan
pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan kepada lembaga
keuangan dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, penerbitan
jurnal yang berkaitan dengan hasil riset; (3] Menyajikan,
mengumumkan, dan menafsirkan standar akuntansi dan auditing
untuk lembaga keuangan Islam; {4] Meriview dan merubah standar

akuntansi dan auditing untuk lembaga keuangan Islam.
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11.2.2.Struktur Organisasi AAOIFI

Struktur Organisasi AAOIFT ini terdiri dari General Assembly
[Majelis Umum] yang beranggotakan anggota pendiri dan mon
pendiri. Pengamat berhak menghadiri rapat-rapat majelis tanpa hak
suara. Majelis imi merupakan mmajelis tertinggi dalarn  Dewan.
Kemudian Board of Trustce yang beranggotakan 15 orang paruh
waktu yang dipilih

Board of Trustee ini bertemu minimal sekali setahun kecuali
diperiukan untuk menetapkan standar akuntansi dan auditing.

Accounting and Auditing Standards Board :

Badan ini berwenang untuk [1] Mengadopsi, mempublikasi dan

menafsirkan pernyataan, standar dan pedoman akuntansi dan

auditing, [2] Menyiapkan dan menetapkan kode etik; [3]

Menyiapkan, menetapkan dan merumuskan proses untuk

menyajikan standar akuntansi dan auditing dan juga peraturan

dewan standar.

Komite Syari’ah

Komite ini berwenang merivew proposal pernyataan standar,

pedoman, interpretasi akuntansi dan auditing dari sudut

syari’ah dan ‘meriview aspek syari’ah dari hal lain yang

berkaitan dengan AAOIFL
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Komite Eksekutif

Wewenang Komite ini adalah untuk meriview rencana jangka
panjang dan jangka pendek, budget tahunan AAOIF], aturan
yang menyangkut pembentukan komite, gugus tugas dan
konsultan.

Sekretaris Jenderal

Terdiri dari Sekretaris Jenderal dan unit teknis dan
administrasi. Sekretaris Jenderal direktur eksekutif dari
AAOQIF] yang mengkoordinir seluruh kegiatan badan dibawah
AAOIFI, menjalankan kegiatan  operasi schari-hari,
mengkoordinir dan  mengawasi kajian-kajian  yang
berhubungan dengan pernyataan, standar, dan pedoman
akuntansi dan auditing, juga bertanggungjawab memperkuat
hubungan antara AAOIFI dan organisasi lainnya dan mewakili
AAOIFI di berbagai konferensi, seminar dan pertemuan ilmiah

lainnya.

I1.2.3. Standar Akuntansi Perbankan Syari’ah AAOIFI
Berikut Standar Akuntansi Perbankan Syari’ah yang
dikeluarkan AAOIFI
1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut SFA No. 1 paragraf 14
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Tujuan wtama laporan kevangan adalah untuk memberikan
informasi sccara periodik tentang posisi keuangan
perusahaan, hasil usaha operasi, dan arus kas untuk
membantu para pemakai dalam pengambilan keputusan.
Akuntansi Keuangan juga memberikan informasi penting
yang membantu manajemen dalam mengarahkan resorsis
ekonomi untuk membantu manajemen merencanakan,
mengarahkan mengawasi kegiatan usaha. Juga membantu
pemeriniah mengawasi ekonomi nasional dan pengumpulan
pajak berdasarkan laporan keuangan.

Standar Laporan Keuangan

Jenis dan Komponen Laporan Keuangan

Dalam standar ini dijelaskan 1tentang defims laporan
keuangan. Laporan keuangan terdiri dari Laporan Posisi
Keuangan, termasuk disini definisi komponen ekuiti yang
agak lain, yaitu pos ekuiti restricted atau yang terikat
[terbatas/bersyarat] penggunaannya sesuai  kesepakatan
bank dan pemilik dana. Perbedaan lain yang merupakan
karakteristik laporan keuangan pada lembaga perbankan
syari’ah adalah pelaporan unrestricted investment [investasi
tak terbatas]. Dimana sifat dari investasi tidak terbatas
diakui sebagai pos yang berdiri sendiri, tidak sebagi utang

bank ataupun modal pemilik. Kemudian laporan laba rugi
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disim yang agak lamn adalah laba dan mvestasi dari ekuiti

yang bersyarat atau terikat. Kemudian mengenai laporan

perubahan investasi yang dibatasi {restricted]. Kemudian

laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan dana

surnbangun sosial serta laporan sumber dan penggunaan

dana gardhul hasan [pinjaman kebajikan/benevolent loan].

Berikut penjelasan beberapa item yang tidak terdapat dalam

perbankan konvensional :

1.

)

Restricted Investment [Equity]

Restricted investment [Equity] merupakan harta yang
dimiliki oleh penyandang dana yang diinvestasikan ke
dalam rekening investasi terbatas dan dikelola oleh
Bank Syari’ah melalui komtrak mudharabah. Restricted
Investment bukanlah asset dari bank Islam schingga
pelaporan  restricted investment ini terpisah dengan
laporan keuangan bank syari’ah selama bank tidak
memiliki hak untuk menggunakan dana investasi
tersebut. Kecuali jika telah diatur dalam kontrak yang
telah disepakati antara mudharib [restricted investor]
dengan bank sebagai pengolah dana.

Produk-produk perbankan syari’ah -

Produk-produk perbankan syari’ah dalam standar

AAOIF1 adalah : mudharabah, mu‘syarakah,‘




murabahuh, bai’ biisaman  ajil, pai’ salam, istisnd,

ijarah, wadi'ah, gardhul hasan, rahn, kafalah,

hawalah.
3. Asumsi Dasar Akuntansi

Asumsi dasar akuntansi enurot oTgarisast im adalah

a. Pengakuan Penghasilan;

b. Pengakuan Biaya,

¢. Pengakuan Laba dan Rugi;

d. Pengakuan Laba dan Rugi dani Investasi Tenkat

[bersyarat].
4 Konsep Pengukuran Akuntansi

Konsep pengukuran menurut AAOIF] adalah

a. Konsep matching;

b. Atribut Pengukuran;

c. Atribut yang diukur, meliputi : 1. Nilai kas dan setara
kas ‘yang akan direalisasi dan dibayar; 2. Penilaian
kembali aktiva, kewajiban dan investasi terikat, 3.
Penerapan penilaian kembali aktiva, kewajiban dan
investasi terikat, 4. Alternatif pengukuran lainnya
terhadap kas dan setara kas.

5. Sifat Kualitatif Akuntansi antara lain ; Televan, dapat
dipercaya, dapat diperbandingkan, konsisten dan dapat

dimengerti.
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6. Pemyajian dan Pengungkapan Informasi Akuntansi
Keuangan
Standar tentang ini dijabarkan dalam Financial
Accounting Standard No. 1. Disini dibahas tentang
materialitas informasi serta kecukupan pengungkapan.
Yang dijelaskan adalah bagaimana pengungkapan
berbagai informasi baik tentang penjelasan tentang
kebijaksanaan akuntansi maupun  pedoman
pengungkapan masing-masing pos yang ada dalam

laporan keuangan perbankan syari’ah.

I11.3. Standar Akuntansi di Indonesia

Di Indonesia, Tkatan Akuntan Indonesia merupakan orgamisasi
profesi akuntan yang juga merupakan badan yang menyusun standar
akuntansi keuangan. Prinsip akuntansi atau standar akuntansi sampai dengan
tahun 1994 dikenal dengan sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia [PAI]
disusun dengan tidak mendasarkan pada Rerangka Acuan Konseptual.
Bahan untuk penyusunan PAI 1973 berasal dari tulisan Paul Grady tahun
1965, yang dipicu oleh diaktifkannya pasar modal di Indonesia tahun 1973.
Sedangkan PAI tahun 1984 berasal dari Accounting Principles Board
Staternent No. 4 dengan meiakukan revisi secara mendasar terhadap PAI
1973. Keduanya [PAI 1974 dan PAI 1984] tidak disusun berdasarkan

Conceptual Framework.




Selamjutnya pada tahun 1994 Indonesia mengadopsi  Standar
Akuntansi Keuangan [scbagai pengganti PAT sebelumnya] dari International
Accounting Standard Commettee [IASC]. Standar Akuntansi Keuangan
yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1995 terkodifikasi dalam buku
Standar Akuntansi Keuvangan [SAK] yang terbit pertarna kah tahun 1994
dan telah beberapa kali mengalami cetak ulang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini standar
akuntansi keuwangan maupun rerangka acuan konseptual yang berlaku di
Indonesia tidak tnurni mendasarkan kondisi hngkungan Indonesia, {etapi
merupakan adopsi dari standar akuntansi maupun rerangka acuan yang telah
ada, yaitu dari IASC.

Pada terbitan tahun 1999 SAK terbagi menjadi 2 [dua] buku, yaitu
Buku Satu dan Buku Dua. Di bagian awal Buku Satu sebelum dicantumkan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan [PSAK] dikemukakan Kerangka
Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Berdasarkan tujuan
dan isinya KDPPLK tersebut tidak jauh berbeda dengan Statement of
Financiul Accounting Concept [SFAC].

Ruang Lingkup dari KDPPLK mencakup :

1. Tujuan Laporan Keuangan;

2. Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan;

W

Definisi, Pengakuan, Pengukuran Unsur-unsur yang
Memebentuk Laporan Keuangan;

4. Konsep Modal serta Pemeliharaan Modal.
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Ruang lingkup i hampif sama dengan apa yang dibahas dalam

AC Nomor 1 sampai 6.

pernyataan SF
Adapun proses penyusunan Standar Akuntansi Keuangan [dan jug?
al Akuntan Publik] di Indonesia, sebagaimana berikut :

Standar Profesion:

instansi Pem
Terkait

Komite SAK &
Kormite SPAP

osure Draft
SAKISPAP

i

SAK/SPAP

Bagan 11L1.

Proses Penyusunan SAK dan SPAP

bangan Akuntansi Syariah di Indonesia

Keberadaan akuntansi syariah baik dalam

111.4. Perkem
skala -internasional

al merupakan upaya untuk mengakomodir kebutuhan adanya

maupun nasion
gan nilai dan aktivitas yang sesuai syanat

em akuntansi yang relevan den
muncul adalah adanya upaya
nal di negara-negara Islam.

ariah tidak bisa

sist
harmonisasi internasional

Islam. Isu lain yang

akuntansi yang berlaku secara internasio

Di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi sy

dilepaskan dari peran pakar-pakar yang memiliki komitmen dan konsistens
a akuntansi syariah muncul di Indonesia

dalam mengembangkannya. Wacan
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sekitar era 90-an dengan mulal bermunculanmya tulisal-tulisan ilmiah dan
kalangan akademisi perguruan tinggi. Beberapa pakar yang memiliki
konsern terhadap akuntansi syariah di Indonesia melalui karya-karyanya
antara lain M. Akhyar Adnan [UIl-Yogyakarta)], Iwan Triyuwono [Unibraw-
Malang], Sofyan Safri Harahap [Usakti-Jakarta]. Mereka inilah yang
kemudian menjadi motivator penggerak semangat kajian akuntansi syariah
di tanah air, dan masing-masing memiliki karakteristik kajian yang berbeda.

Karya M. Akhyar Adnan yang cukup dikenal adalah An
Investigution of Accounting Concept and Practices in Islqmic Banks yang
merupakan disertasi doktoralnya di Universitas Wollongong-Australia tahun
1996. Karya Adnan yang lain seperti 7he Shari’ah, Islamic Banks and
Accounting Concept yang dimuat pada Jumal Akuntansi dan Auditing
Fakultas Ekonorni UlL serta beberapa karya lain yang tersebar di jumnal
skala nasional maupun internasional. Pendekatan metodologis yang
dilakukan oleh Adnan lebih pada mengkonstruk akuntansi syariah berdasar
pada kerangka akuntansi konvensional yang ada dalam kesesuaiannya
dengan prinsip-prinsip syanah.

Iwan Triyuwono lebih banyak melakukan kajian filosofis-normatif
dengan melakukan dekonstruksi terhadap keberadaan akuntansi
konvensional. Karya Iwan Triyuwono yang penulis anggap dapat
menggambarkan pemikirannya yang mendasar, dibandingkan karya-
karyanya yang lain yaitu buku Organisasi dan Akuntansi Syariah [2000},

yang merupakan hasil disertasinya dalam studi di Universitas Wollongong
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Australian tahun 1995 dengan judul Shari‘ate Orgunisat ion und Accounting
: The Reflections of Self’s Faith and Knowledge.

Sofyan Safri Harahap memiliki karakter yang berbeda
dibandingkan Adnan maupun Triyuwono. Karya-karya Harahap banyak
berkutat pada deskripsi dan kompilasi antara sistem ekonom Islam dan
sistem akuntansi dan juga dalam kaitannya dengan dunia manajemen. Selain
itu, Harahap juga melakukan kritikan serta masukan terhadap standar yang
dibuat oleh AAOIFI maupun PSAK [saat masih pada tahap exposure draft].

Selain ketiga orang itu, masih ada beberapa nama yang juga
penulis anggap memiliki kontribusi terhadap perkembangan ilmu akuntansi
syariah, antara lain Neni Meidawati [UT]], Muhammad [STIS}, Rizal Yaya
[UMY] dan beberapa penulis maupun akademisi muda lainnya.

Keberadaan standar akuntansi syarigh di Indonesia tergantung
kepada perkembangan dunia bisnis dan perekonomian Islam. PSAK
Perbankan Syariah hadir sebagai jawaban atas perkembangan perbankan dan
lembaga keuangan syariah. Namun sampai saat ini belum ada standar

akuntansi syariah untuk dunia bisnis dan perusahaan.

IILS5. Sejarah Penyusunan PSAK Perbankan Syariah
Secara tesmi, PSAK Perbankan Syariah ditetapkan oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan yang terdiri dari 15 anggota pada tanggal 1
Mei 2002. Acuan ini ditetapkan sctelah sebelumnya mendapatkan

rekomendasi tidak bertentangan dengan ketentuan syariah maupun fatwa-




fatwa yang telah dikeluarkan oleh

MUT] melalui surat nomor U-

Berikut Daftar
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Dewan Syariah Nasional MUI [DSN-

118/DSN-MUI/TV/2002.

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yang dijadikan

pedoman dalam penyusunan PSAK Perbankan Syari’ah

(NO. | FATWA NOMOR_| TENTANG
1. | 01/DSN-MUV/IV/2000 Giro
[ 2. | 02/DSN-MUV/IV/2000 Tabungan
[ 3. | 03/DSN-MUI/IV/2000 Deposito
| 4| 04/DSN-MUI1V/2000 | Murabahah
5. | 05/DSN-MUI/IV/2000 | Jual Beli Salam
6. | 06/DSN-MUIV/2000 [ Jual Beli Istishna
7. | 07/DSN-MUI/TV/2000 Pembiayaan Mudharabah [Qiradh]
8. | 08/DSN-MUI/TV/2000 | Pembiayaan Musyarakah
9. | 09/DSN-MUY/1V/2000 Tjarah
10, | 10/DSN-MULIV/2000 Wakalah
11 TT1/DSN-MUI/IV/2000 | Kafalah
1> | 12/DSN-MUI/IV/2000 | Hawalah
13 1 13/DSN-MUIIX/2000 | Uang Muka dalam Murabahah
14. | 14/DSN-MUI/IX/2000 Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam
LKS
15, | 15/DSN-MUI/IX/2000 Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam
LKS
16, | 16/DSN-MUI/IX/2000 | Diskon dalam Murabahah Il
17. | 17/DSN-MUV/IX/2000 Sanksi atas nasabah Mampu yang
Menunda Pembayaran
18. | 18/DSN-MUL/IX/2000 Pencadangan Penghapusan Aktiva l
9. | 19/DSN-MUIIV/2001 | Al-Qardh
rzo. 20/DSN-MUL/IV/2001 | Pedoman Pelaksanaan Tnvestasi untuk
Reksadana Syari’ah
Fl. Surat DSN No.v-092/ | Opini DSN tentang Zakat, Isﬁshnj
DSN-MUI/X11/2001 Pararel, dun Ljarah  Muntahiyah
Bittamlik ‘
Tabel 1.1

Daftar Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Sebagai Pedoman Penyusunan PSAK 59
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I11.6. Ruang Lingkup PSAK Perbankan Syariah

PSAK Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan pada tanggal 1 Mei 2002, terdiri dari :

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan Bank Syari’ah [KDPPLKBS};

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 [PSAK No.
59} Akuntansi Perbankan Syari’ah.

KDPPLKBS memberikan kerangka dasar dalam menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan bank syari’ah, sedangkan yang kedua
merupakan standar teknis dalam pencatatan, penyajian, pelaporan,
pengungkapan, pengakuan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan
keuangan suatu bank syari’ah.

Keduanya mulai diterapkan pada periode pembukuan 1 Januari
2003, dan banyak mengadopsi kerangka dan standar yang dikeluarkan oleh

AAOIFI [Harahap, 2003].

I11.6.1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Bank
Syari’ah

Dalam KDPPLKBS dicantumkan tujuan dari kerangka dasar

ini adalah menyajikan konsep penyusunan dan penyajian laporan

keuangan bagi bank syari’ah. Dan apabila terdapat hal-hal yang tidak

diatur scara spesifik, maka berlakulah kerangka dasar akuntansi

umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
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Secara garis besar, isi dan KDPPLKBS dapat digambarkan
sebagai berikut :
a. Karakteristik Bank Syari’ah

Menjelaskan  beberapa hal yang berkaitan dengan

perbedaan antara bank konvensional dan bank syari’ah.

Point-point penting dalam karakteristik bank syari’ah

menurut KDPPLKBS antara lain :

- Prinsip syariat Islam - dalam pengelolaan  harta
menekankan pada keseimbangan antara kepentingan
individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan
untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi
yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam
masyarakat.

- Bank Syari’ah ialah bank yang berasaskan, antara lain,
pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan
universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan
berdasarkan prinsip syari’ah, dengan karakteristik -

[a]. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

[b]. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang [time
value of money],

[c]. uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai

komoditas;




82

[d]. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang
spekulatif,

[e]. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk
satu barang; dan

[f]. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Beroperasi atas dasar bagi hasil;

Bank syari’ah tidak membedakan secara tegas antara

sektor moneter dan sektor riil, sehingga dapat

melakukan transaksi-transaksi sektor riil;

Bank syari’ah dapat menjalankan kegiatan usaha untuk

memperoleh jmbalan atas jasa perbankan lain yang

tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah;

Syarat transaksi sesuai dengan prinsip syari’ah apabila :

[a] tidak mengandung unsur kedzaliman;

[b] bukan riba,

[c] tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;

[d] tidak ada penipuan (ghararl,

[e] tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;

[f] tidak mengandung unsur judi [mais}ir].

Kegiatan bank syari’ah antara lain

[a] sebagai manajer investast;

{b] sebagai investor;

[c] penyedia jasa keuangan dan lalulintas pembayaran;
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{d] pengemban fungsi sosial.
Dalam  penghimpunan dana, bank syari’ah
menggunakan pPrinsip wadiah, mudharabah dan prinsip
lain yang sesuai dengan syari’ah; sedangkan dalam
penyaluran dana, bank syari’ah menggunakan prinsip
musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi atau
pembiayaan, prinsip murabahah, salam dan atau
istishna untuk jual beli, prinsip jjarah dan atau ijarah
rmuntahiyah bittamlik untuk sewa-menyewa, prinsip lamn
yang sesuai dengan syari’ah.

Laporan keuangan bank syari’ah meliputi :

[a]. laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan
bank syari’ah sebagai investor beserta hak dan
kewajibannya, yang dilaporkan dalam :

[i] laporan posisi keuangan;
[ii] laporan laba rugi;

[iii] taporan arus kas;

[iv] laporan perubahan ekuitas.

[b]. laporan keuangan yang mencerminkan perubahan
dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank
syari’ah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain

berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi
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vang dilaporkan dalam laporan perubahan dana
investasi terikat;

[c]. laporan keuangan yang mencerminkan peran bank
syari’ah sebagai pemegang amanah dana kegiatan
sosial yang dikelola secara {erpisah, yang
dilaporkan dalam :

[i] laporan sumber dan penggunaan dana zakat,
infaq, dan shadaqah;, dan
[ii] laporan sumber dan penggunaan dana gardhul
hasan.
b. Pemakai dan Kebutuhan Informasi
Para pemakai dan kebutuhan informasi disebutkan antara
lain : [a] pemilik dana investasi yang berkepentingan akan
informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk
mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan
yang bersaing dan aman; [b] pembayar zakat, infag dan
shadaqah yang berkepentingan akan informasi mengenai
sumber dan penyaluran dana tersebut, dan [c] dewan
pengawas syari’ah yang berkepentingan dengan informasi
tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syari’ah.
¢. Tujuan Akuntansi Keuangan
Tujuan akuntansi keuangan disebutkan yaitu untuk

menentukan hak dan kewajiban pihak terkait termasuk atas
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transaksi yang belum selesai, memberikan informasi untuk
pengambilan keputusan, dan memberikan informasi tentang
kepatuhan terhadap prinsip syari’ah.

d. Tujuan Laporan Keuangan
Dalam KDPPLKBS, tujuan laporan keuangan bank
syari’ah pada dasarnya sama dengan tujuan laporan
keuangan yang berlaku secara umum, dengan tambahan,
antara lain untuk menyediakan : informasi tentang
kepatuhan bank terhadap konsep syari’ah, informast untuk
mengevaluasi sejauhmana tanggungjawab bank terhadap
amanah dalam mengelola berbagai dana, dan informasi
mengenai fungsi sosial bank termasuk penyaluran zakat.

¢. ~Asumsi Dasar
Asumsi dasar bank syari’ah menurut KDPPLKBS adalah
sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan
secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha [going
concern] dan dasar. akrual, kecwali untuk tujuan

penghitungan bagi hasil yang menggunakan dasar kas.

I11.6.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59
PSAK No. 59 berisi tentang aturan perlakuan akuntansi
[pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan] transaksi

khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syari’ah. Ruang
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Lingkup PSAK 59 adalah untuk diterapkan untuk bank wmum
syari’ah, bank perkreditan rakyat syari’ah, dan kantor cabang
syari’ah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Apabila
terdapat hal-hal umum yang tidak diatur dalam pemyataan ini
mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain atau
prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan
dengan pinsip syari’ah.
1. Pengakuan dan Pengukuran

Disini diatur tentang pengakuan dan pengukuran transaksi

bank syari’ah seperti mudharabah, musyarakah,

murabahah, salam, istishna’, ijarah, wadiah, qardh, dan

transaksi berbasis imbalan. Pengakuan dan pengukuran

masing-masing jenis produk bank ini bisa berbeda-beda

dan sangat tergantung pada sifatnya.

Pada bab ini Penulis tidak mendeskripsikan secara detil hal-

hal yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran,

namun akan diuraikan pada bab berikunya sesuai

kebutuhan analisis.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut PSAK 59, laporan keuangan bank syari’ah yang

lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut :

[a] neraca; Unsur-unsurnya meliputi : aktiva, kewajiban,

investasi tidak terikat, dan ekuitas.




|93

87

[b] laporan laba Tugi;

[c] laporan arus kas;

{d] laporan perubahan ekuitas;

[e] laporan perubahan dana investasi terikat,

[f] laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan
shadaqah;

[g] laporan sumber dan penggunaan dana gardhul hasan;

[h] catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan dalam PSAK 59 terdiri dari Pengungkapan

Umum dan Pengungkapan untuk Setiap Komponen

Laporan Keuangan.

Dalam Pengungkapan Umum disampaikan bahwa laporan

keuangan bank syari’ah mengungkapkan informasi umum

mengenai bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang

berlaku umum, dengan pengungkapan tambahan yang

mencakup, tapi tidak terbatas pada :

[a] Karakteristik kegiatan bank syari’ah dan jasa utama
yang disediakan;

[b] Peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Pengawas
Syari’ah dalam mengawasi kegiatan bak syari’ah

berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;
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fcl Tanpgungjawab Dewan  Pengawas Syari’ah
untuk mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan
[holding company}; dan

(d] Tanggungjawab bank terhadap pengelolaan zakat.

Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan Keuangan

mengatur

{a] Neraca mengungkapkan antara lain jumlah dan jenis
pembiayaan [mudharabah, musyarakah, dst] termasuk
informasi mengenai syarat dan penyisihan kerugian;

[b] Laporan laba rugi mengungkapkan antara lain mengenai
pendapatan, beban, keuntungan, kerugian dan bagian
bank menurut jenis transaksiy

[c] Laporan perubahan dana investasi terkait misalnya
periode laporan, saldo, keuntungan, kerugian dan
bagian bank menurut jenis transaksi;

[d] Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq, dan
shadaqah misalnya periodenya, dasar penentuan zakat,
jumlah yang diterima, yang disalurkan, dst.

[e] Laporan sumber dan penggunaan al-qardh hasan,
misalnya periode, jumlah, penyaluran, penerimaan dan

saldo.
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BAB IV
ANALISIS DAN INTERPRETASI

IV.1. Analisis Filosofi Dan Nilai-nilai Syari’ah dalam PSAK Perbankan
Syariah

Urgensi dari analisis filosofis pada bab ini adalah untuk menilai
tepat atau tidaknya arahan pembentukan akuntansi syari’ah yang termuat
dalam PSAK 59. Menurut Triyuwono dan Gaffikin [2000], dasar filosofis
berguna dalam memberikan arah bagaimana akuntansi syari’ah bisa
dibentuk. Dalam artian, bahwa bangunan akuntansi syari’ah tidak hanya
dibentuk melalui pendekatan deduktif saja, atau induktif saja, atau
pendekatan etika saja, atau pendekatan sosiologi saja, atau ekonomi saja,
namun secara metodologis, akuntansi syari’ah memandang pendekatan-
pendekatan diatas tidak mempunyai batasan tegas, bahkan menggunakan
kitab suci untuk mengkonstruk bangunannya [Triyuwono, 2000].

Filosofi yang mendasari operasionalisasi bank, baik perbankan
konvensional maupun perbankan syari’ah adalah kepercayaan. Tanpa ada
kepercayaan masyarakat, bank tidak akan bisa tumbuh dan berkembang.
Meskipun sama-sama beroperasi atas dasar kepercayaan, implementasi
konsep kepercayaan bagi perbankan syari’ah jauh lebih urgent dibandingkan
dengan perbankan konvensional. Dalam perbankan syari’ah kepercayaan

dimaksud harus diwujudkan dalam bentuk transparansi yang benar-benar
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kaidah Islam, yaitu keuntungan adalah bagi pihak yang menanggung risiko.
Bank Islam menolak bunga sebagai biaya untuk penggunaan uang dan
pinjaman sebagai alat investasi. Dalam melaksanakan investasinya, bank
Islam memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri [equity], serta dana
lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesual
dengan syari’ah dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kebutuhan akan adanya standar akuntansi yang mampu
mengakomodirt keberadaan lembaga perbankan dan keuangan syari’ah
akhirnya hadir dengan adanya PSAK Perbankan Syariah tentang akurtansi
perbankan syari’ah dan mulai berlaku semenjak Januari 2003. Sebagaimana
telah disampaikan pada bab sebelumnya, PSAK Perbankan Syariah ini
masih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh
IAL untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Namun datam keadaan
yang mendesak atas adanya sebuah standar seperti saat ini, keberadaan
PSAK Perbankan Syariah telah menjadi penyejuk tumbuhkembanganya
praktek ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syari’ah.

Pendekatan metodologis yang dilakukan dalam menyusun standar
akuntansi syari’ah lebih pada pilihan mengadopsi standar akuntansi
konvensional yang sudah relatif mapan, dengan melakukan adaptasi dan
penyesuaian dengan nilai-nilai syari’ah, sebagaimana tercantum dalam SFA
No. 1 yang dikeluarkan oleh AAOIFIL. Sementara pilihan idealis untuk

menyusun akuntansi dengan berangkat dari dasar prinsip dan ajaran Islam,
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lalu membandingkannya dengun pemikian akuntansi komvensional yang
mapan, menjadi pilihan yang tidak populis [lihat Adnan, 2005].

Pendekatan metodologis dalam menyusun PSAK Perbankan
Syariah adalah masih mengacu pada akuntansi konvensional, sebagaimana
{ercamturn pada  Paragraf 1 KDPPLKBS yung mengungkapkan
mengungkapkan peluang berlakunya kerangka dasar akuntansi umum
[konvensional], apabila  terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam
KDPPLKBS, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

Hal im, dalam hemat penulis, akan menjadi sangat rawan karena
pilihan yang diambil adalah sangat pragmatis, yang rentan terhadap
tercampur aduknya prinsip syari’ah dengan pola pikir akuntansi
konvensional. Bukan berarti kemudian penulis menjustifikasi bahwa
akuntansi konvensional sepenuhnya buruk, namun orisinalitas milai-nilal
syari’ah justru tidak akan tereksplorasi dengan utuh.

Dalam beberapa hal, akuntansi perbankan syari’ah masih mengacu
pada konsep akuntansi konvensional [KDPPLK dan SAK], yaitu :

1. Pemakai dan Kebutuhan Informasi;

Pemakai dan kebutuhan informasi dalam KDPPLKBS sama

dengan yang dinyatakan dalam KDPPLK dengan tambahan :

a  Pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi
keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil
keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang

bersaing dan aman;
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b. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah yang berkepentingan
akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana
tersebut; dan

¢. Dewan Pengawas Syari’ah yang berkepentingan dengan
informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip
syari’ah.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan dalam KDPPLKBS pada dasarnya

sama dengan KDPPLK dengan penambahan -

a. Informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syari’ah, serta
informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan
prinsip syari’ah bila ada dan bagaimana pendapatan
tersebut diperoleh serta penggunaammya;

b. Informasi untuk membantu mengevaluasi  pemenuhan
tanggungjawab  bank  terhadap amanah  dalam
mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkatan
keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat
keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dana investasi
terikat; dan

¢. Informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank,

termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat,
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¢. Asumsi Dasar
Keduanya sama-sama menggunakan asumsi dasar going
concern dan dasar akrual, kecuali perhitungan pendapatan
untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas [KDPPLKBS
paragral 16].
d. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas perbankan syari’ah disajikan sesuai dengan
PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas dan PSAK No. 31
tentang Akuntansi Perbankan.
e. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas perbankan syari’ah disajikan sesuai
dengan PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
Adnan [2005] mengungkapkan bahwa tujuan akuntansi dapat
dibuat pada dua tingkatan, pertama, tingkatan_idcal dan kedua tingkatan
praktis. Pada tataran ideal, maka yang semestinya menjadi tujuan ideal
laporan keuangan adalah pertanggungjawaban muamalah kepada Allah,
yang ditransformasikan dalam bentuk pengamalan apa yang menjadi
perintahNya. Sementara tujuan pada tataran pragmatis, laporan keuangan
barulah ditujukan untuk menyediakan informasi kepada stakeholder dalam
pengambilan keputusan.
Akuntansi tidaklah banya untuk memenuhi akuntabilitas kepada
stockholder, namun juga kepada stakeholder dan Tuhan. Pengungkapan

nilai-nilai transendental pada KDPPLKBS tidak terungkapkan dengan tegas
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dalam redaksional paragraf pada point Karakteristik Bank Syari’ah [paragraf
2-10], maupun paragraf tentang Tujuan Akuntansi Keuangan dan Tujuan
Laporan Keuangan. Semangat syari’ah yang tercantum baru sampai pada
tataran implementasi praktek-praktek syari'ah, sementara penegasan
oriemtasi ketuhanan masih belum secara tegas diungkapkan. Penulis tidak
ingin terjebak pada simbolisasi nilai, namun pencgasan orientasi praktek
perbankan, maupun akuntansi syari’ah sebagai bentuk penghambaan kepada
Tuhan.

Dilema —namun juga hal yang menggembirakan- yang dihadap:
saat ini adalah, bahwa praktck perbankan syari’ah tidak hanya dilakukan
oleh orang-orang muslim saja, namun bahkan sudah mengglobal dilakukan
oleh non-muslim, terlihat dari maraknya dunia perbankan nasional, bahkan
internasional membuka unit-unit syari’ah dalam usahanya —terlepas dari
kecurigaan orientasi yang melatarbelakangi dibukanya unit syari’ah adalah
orientasi pasar semata-.

Jika mengacu pada universalitas  nilai-nilai Islam, maka
pengungkapan secara redaksional tidaklah menjadi urgen, namun masth
perlu ditransformasikan kedalam bahasa yang lebih universal, tanpa harus
mengedepankan simbol. Maka, pada level pemahaman ini, pengungkapan
Karakteristik dan Tujuan dalam KDPPLKBS sudah dirasakan cukup,
dengan catatan masih pada tataran yang sangat pragmatis. Akuntansi
bukanlah hanya merupakan alat/teknologi semata. Akuntansi tidak hanya

dibentuk oleh lingkungan dimana ia berada, namun juga memiliki




96

responsibilitas terhadap pembentukan masyarakat dan hngkungannya.
[Triyuwono, 2000]. Maka, akuntansi pun juga bertanggungjawab sebagai
kontrol terhadap kesejahteraan sosial masyarakat serta memiliki kepedulian
terhadap lingkungan. Point terakhir masih belum tercantum, baik dalam
karakteristik maupun tujuan akumtansi dan laporan keuangan syari’ah
KDPPLKRBS.

Hal lain yang belum menjadi perhatian dalam PSAK 59 adalah
belum adanya arahan bagj laporan keuangan sebagaimana diungkapkan oleh
Khan [1994], yaitu fokus laporan keuangan untuk mengungkapkan
kontribusi terhadap berbagai aktivitas sosial, pemberdayaan karyawan,
kerjasama dengan negara-negara muslim, kontribusi terhadap pembangunan
ckonomi negara, usaha untuk menekan kemiskinan dan upaya untuk

mengurangi kesenjangan pendapatan.

- Analisis terhadap Relevansi Penggunaan Asumsi Going Concern

Persoalan krusial lain yang masih menjadi permasalahan adalah
asumsi dasar yang dipergunakan masih sama dcngan asumsi dasar konsep
akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha [going
concern] dan dasar akrual [paragraf 14].

Konsep kelangsungan usaha, sebagaimana tercantum dalam
KDPPLK paragraf 23, yaitu :

“Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi
kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan

usahanya di masa depan. Karena itu, perusahaan diasumsikan
tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atay
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mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksufl atau
keinginan itu timbul, laporan keuangan mungkip harus disusun
dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus

diungkapkan.

Dalam konsep ini, perusahaan diasumsikan akan melanjutkan
usahanya secara terus-menerus dalam jangka panjang. Konsep ini banyak
dibantah, bahkan oleh kalangan akuntansi konvensional sendiri seperti
Husband [1954], Sterling [1967], Fremgen [1968], Boris [1991], dan Abdel-

Magid [1981] [lihat Adnan, 2005.53].
Sterling {1967] via Adnan dan Gaffikin [1997] mengungkapkan :

“There is continuing philosopical debate about what one
should [logically] assume, but we have found no philosopher
who prescribe one assumption. Iven the most future minded of
the philosophers insist on an evidently [historically] based
projection, not assumption. The high rate of business failure
would make it difficult 10 build an evidential case for a
projection of continuity. No business has ever continued
‘indefinenitely’ into the future. All business, excepi those in
presently in existence, have ceased operations. Thus, it would
seem more reasonable 1o assume cessation instead of
continuity”

Husband [1996] via Adnan [2005] mengungkapkan bahwa bisnis
adalah sesuatu hal yang mengandung resiko dan bergantung pada
pengalaman perusahaan. Asumsi going concern atau asumsi keabadian tidak
diperlukan.

Dalam bahasa penulis, ini merupakan sebuah arogansi akan
keyakinan hidup makhluk melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Yang
Kuasa. Allah telah menggariskan bahwa setiap segala sesuatu pasti akan

menemui maut [kehancuran], kecuali Dia [Allah] [lihat QS. 28:88].
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Konsep going concern menggunakan asumsi yang tidak berdasar
scbagai landasannya. Keyakinan akan kekekalan sesuatu adalah absurd dan
manusia tidak dapat memprediksikannya. Dalam pandangan Sterling, lebih
tepat menggunakan proyeksi dibandingkan menggun_akan asumsi yang tidak
memiliki landasan serta tidak mampu memberikan keyakinan yang cukup
kuat, dan lebih beralasan jika mengasumsikan kemusnahan [cessation]
dibandingkan dengan keberlangsungan yang absurd [absurd continuity /.

Kaitannya dengan konsep akuntansi syari’ah, maka jelas prinsip
going concern ini bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Islam.
Dalam konsep mudharabah, konsep going concern mentah-mentah ditolak,
karena mudharabah dan  musyarakah keberlangsungannya adalah
berdasarkan kontrak antara shahibul maal dengan mudharib atau antara para

pihak yang terlibat dalam kontrak musyarakah.

IV.3. Analisis Konsep Pengakuan

Asumsi lain yang digunakan dalam PSAK 59 adalah dasar akrual

{accrual basis] dalam pengakuan transaksi biaya dan pendapatan.

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas
dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan
peristiwa lain diakui pada saat kejadian [dan bukan pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar] dan diungkapkan
dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan
yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada
pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan
penerimaan dan pembayaran kas tetapi jnga kewaiiban
pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang
merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh
karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi
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{ransaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna
bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi
[paragraf 15}.

Sementara untuk untuk penghitungan pendapatan bagi Hhasil

digunakan dasar kas.

Penghitungan pendapatan antuk  tujuan  bagi hasil
menggunakan dasar kas {paragraf 16].

Hal ini masih menjadi perdebatan yang cukup rumit dikalangan
penyusun standar maupun kalangan praktisi. Hal ini dapat dilihat dari
pemberitaan media cetak periode beberapa saat pra dan pasca diterapkannya
PSAK 59 pada awal tahun 2003 silam. Hingga saat ini belum selesai
perdebatan dalam penggunaan dasar akrual dan dasar kas, namun, peluang
untuk merubah dasar akrual menjadi dasar kas masih ada, mengingat
banyaknya ketidaksepakatan dari banyak pihak.

Berikut ringkasan akun-akun transaksi dalam PSAK 59 beserta

dasar pengakuannya .

No. Nama Akun Dasar Pengakuan
1. | Mudharabah & Pada saat pembayaran kas atau
penyerahan aktiva non-kas.

& Apabila pembayaran bertahap, maka
diakui pada setiap tahap pembayaran
atau penyerahan.

& Laba diakui dalam periode terjadinya
hak bagi hasil sesuai nishah yang
disepakati, rugi diakui dalam periode
terjadinya dan mengurangi saldo
pembiayaan mudharabah.

2. | Musyarakah & Diakui pada saat pembayaran tunai
atay penyerahan aktiva non-kas
kepada mitra musyarakah.

& Laba dan rugi sama-sama diakui pada
periode terjadinya.

3. | Murabahah = Pada saat perolehan dan diakui
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sebagai aktiva.

Keuntungan diakui pada periode
terjadinya, apabila akad berakhir
pada periode laporan keuangan yang
sama, atau selama periode akad
secara proporsional apabila
melampaui  satu periode laporan
keuangan.

Salam

Dalam posisi bank sebagai pembeli,
piutang salam diakui pada saat modal
usaha salam  dibayarkan atau
dialihkan kepada penjual.

Dalam posisi bank sebagai penjual,
hutang salam diakui pada saat bank
menerima modal usaha salam sebesar
nilai yang diterima.

Istishna dan Istishna
Pararel

Biaya diakui dalam penyelesaian
pada saat terjadinya.

Sementara untuk istishna pararel,
biaya diakui pada saat diterimanya
tagihan dari sub-kontraktor sebesar
jumlah tagihan.

Ijarah dan ljarah
Muntahiyah Bittamlik

Dalam posisi bank sebagai pemilik
obyek sewa, obyek sewa diakui
sebesar biaya perolehan pada saat
perolehan obyek sewa.

Pendapatan  jjarah dan  ijarah
muntahiyah bittamlik diakui selama
masa akad secara proporsional,
kecuali pendapatan ijarah
muntahiyah bittamlik  melalui
penjualan secara bertahap maka besar
pendapatan  setiap periode akan
menurun secara progresif selama
masa akad.

Apabila bank sebagai penyewa, maka
beban ijarah dan ijarah muntahiyah
bittamlik diakui secara proporsional
selama masa akad.

Pendapatan aktiva produktif yang
non-performing diakui pada saat
pendapatan tersebut diterima.

Wadiah

=

-

Dana wadiah diakui sebesar jumlah
dana yang dititipkan pada saat
terjadinya transaksi.

Pemberian bonus kepada nasabah
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diakui sebagai beban pada saat
terjadinya

Penerimaan bonus dari penempatan
dana di bank syari’ah lain diakui
sebagai pendapatan pada saat kas
diterima.

Penerimaan bonus dari penempatan
dana syari’ah pada Bank Sentral
diakui sebagai pendapatan pada saat
kas diterima.

Penerimaan bonus dari penempatan
dana pada bank non-syari’ah diakui
sebagai pendapatan dana qardhul
hasan pada saat kas diterima. J

8. | Qardh

Pinjaman gardh diakui sebesar
jumlah dana yang dipinjamkan pada
saat terjadinya.

Kelebihan penerimaan dari peminjam
atas qardh yang dilunasi diakui
sebagai pendapatan pada saat
terjadinya.

Dalam hal bank sebagai peminjam,
kelebihan pelunasan kepada pemberi
pinjaman diakui sebagai beban.

9. | Sharf

Keuntungan dan kerugian diakui pada
saat penyerahan/penerimaan dana

10. | Pengakuan dan
Pengukuran Kegiatan
Bank Syari’ah
Berbasis Imbalan

@ Pendapatan dan beban yang berkaitan

-

dengan jangka waktu diakui selama
jangka waktu tersebut.

Pendapatan dan beban yang tidak
berkaitan dengan jangka waktu diakui
pada saat terjadinya transaksi dalam
periode yang bersangkutan.

Tabel IV.1.

Dasar Pengakuan dalam PSAK 59

Dalam akuntansi yang menggunakan standar accrual basis, maka

pendapatan yang belum nyata, didalam penyajian laporan keuangan

dimunculkan scbagai pendapatan itu sendiri. Sementara dengan sistem cash

basis, pendapatan belum diakui sebagai penghasilan bila belum jelas

dipegang tangan [Sutrisno, 2004]. Harahap [dalam Republika 19 Agustus
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2002] menyatakan bahwa dasar akrual ‘mengelabui’ mnasabah karena
menempatkan pendapatan di masa yang akan datang disajikan dalam
laporan keuangan. Kasus kejatuhan Enron dan WorldCom seringkali
dijadikan contoh akibat penggunaan dasar akrual, selain karena adanya
faktor independensi kantor akurtan publiknya.

Metode accrual basis diterapkan untuk pengakuan pendapatan atas
aktiva produktif yang performing, yaitu aktiva produktif yang mempunyai
kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus. Sedangkan untuk aktiva
produktif non performing, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang
lancar, diragukan, dan macet diterapkan metode cash basis. Penerapan
metode accrual basis dalam pengakuan pendapatan atas aktiva produktif
yang performing akan mengakibatkan timbulnya perbedaan jumlah
pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan, dalam hal ini adalah
laporan laba rugi dengan pendapatan yang tercantum dalam laporan bagi
hasil. Seperti telah disebutkan di atas, dalam laporan bagi hasil yang
dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan yang benar-benar secara
cash telah diterima bank. Sedangkan pendapatan yang tercantum dalam
Laporan laba rugi mencakup baik pendapatan yang secara kas telah diterima
oleh bank maupun pendapatan yang timbul karena adanya proses akrual
[ibid].

Apabila dikaitkan dengan pembayaran zakat, maka dengan dasar

akrual akan memungkinkan terjadinya penghitungan zakat terhadap aktiva
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yang semestinya {iduk dikenakan zakat, karena memang pada kerryataannya
aktiva tersebut belum dipegang tangan.

Selain itu, dasar akrual juga akan memunculkan tuduhan bahwa
bank melakukan window dressing, karena sangat dimungkinkan terjadinya
perbedaan jumlah laba yang diperoleh dalam laporan bagi hasil dan laporan
laba rugi. Ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terutama
deposan terhadap perbankan syari’ah.

Bagi kalangan yang menolak ~penggunaan dasar akrual,
penggunaan dasar kas merupakan kelebihan dari perbankan syari’ah, dan
karena itu pula sclama ini bank syari’ah lebih stabil likuiditasnya serta
sangat sedikit memberikan peluang terjadinya Kecurangan dibandingkan
dengan dasar akrual. Sementara bagi pendukung dasar akrual, dasar ini
dianggap lebih mencerminkan keadaan bank yang sesunggutmya, karena
menyampaikan semua hal yang terjadi dalam transaksi keuangan. [lihat
pemberitaan Republika tanggal 1 Agustus 2002].

Apabila melihat dari cukup kompleksnya kejadian-kejadian yang
terjadi pada masing-masing transaksi, maka akan sulit apabila menggunakan
dasar pengukuran akrual ataupun kas saja secara murmni.

jika lebih mengutamakan pilihan normatif dan idealis, maka
penggunaan dasar kas yang sebaiknya dipilih, dan jika lebih
mengedepankan aspek praktis maka pilihan dasar akrual yang lebih
memudahkan dalam prakteknya. Penggunaan dasar kas akan sangat

merepotkan dalam penyusunan laporan keuangan, semisal untuk mencatat
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transaksi pendapatan yang belum direalisasikan, bank belum dapat
mencatatnya dan pada saat kas tersebut diakui misal pada periode akuntansi
berikutnya, maka ini akan dapat menimbulkan kebingungan karena terjadi
pada dua periode akuntansi.

Kelemahan lain dasar kas adalah tidak menggambarkan kondisi
yang sesungguhnya terjadi pada saat belum diterima atau dikeluarkannya
aktiva kas ataupun non-kas. Maka dalam pelaporan keuangannya dalam
hemat penulis perlu ada laporan yang menginformasikan transaksi yang
sudah terjadi namun memiliki potensi menerima atay mengeluarkan kas
dimasa yang akan datang. Dan untuk kebutahan memperbandingkan
pengukuran rasio dengan akuntansi konvensional, maka pelaporan yang
menggunakan dasar kas perlu dikonversikan ke dasar akrual sehingga dapat
diperbandingkan, Begitu pula sebaliknya Jika menggunakan dasar akrual,
maka pelaporan keuangan harus dibuat lebih transparan dan komprehensif
untuk menghindari  kesalahan penghitungan  zakat ataupun potensi
kecurigaan dilakukannya window dressing oleh bank. Kelemahan dari
PSAK 59 berdasar argumentasi yang penulis bangun adalah penggunaan
dasar akrual dan dasar kas secara bersamaan,

PSAK 59 memberikan aturan pengungkapan informasi tambahan
mengenai penggunaan dasar pengakuan transaksi pada paragraf 184 huruf
[c]. Menurut PSAK 59, laporan keuvangan bank syariah juga harus
mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan termasuk didalamnya

mencakup pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam
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setiap transaksi. Aturan ini menurut penulis masih kurang karena laporan
keuangan akuntansi dalam akuntansi Islam digunakan scbagai dasar
penghitungan zakat. Aktiva yang tercatat dan masih bersifat potensi akan
diperoleh tidak layak dihitung kewajiban zakatnya. Hal inilah yang masih
belum diakomodir oleh PSAK 59.

Pilihan manapun yang diambil membutuhkan kajian yang lebih
mendalam dan spesifik tentang dasar pengakuan yang relevan, apakah akan
menggunakan dasar akrual ataupun dasar kas ataupun kombinasi dan
modifikasi dari keduanya, dengan berdasarkan pada kesesuaiannya dengan
nilai syari’ah, bukan semata karena salah satu diantara keduanya memiliki
nilai ekonomis yang menguntungkan atau dipaksakan karena kedekatan

relevansinya terhadap akuntansi konvensional.
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BABYV
KETERBATASAN PENELITIAN,
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

V.1. Keterbatasan Penelitian

1

Dalam penelitian ini penulis tidak melihat pada Pedoman Akuntansi
Perbankan Syariah Indonesia [PAPSI] sebagai acuan teknis penyusunan
laporan keuangan akuntansi syariah.

Penulis tidak melakukan kajian menyeluruh terhadap PSAK No. 59.
Materi-materi lain seperti dasar pengukuran transakst  keuangan,
penyajian  dan pengungkapan tidak penulis jadikan materi untuk

dianalisa.

V.2. Kesimpulan

1. Keberadaan PSAK Perbankan Syariah merupakan langkah maju

terhadap perkembangan akntansi syariah di tanah air, serta aka
mendorong tumbuhkembangnya sistem perekonomian Islam.

Dalam beberapa hal PSAK Perbankan Syariah masth banyak mengacu
kepada sistem konvensional, sehingga semangat yang dibangun pun
masih sangat berbau konvensional dan belum memiliki karakter sebagat
sistem akuntansi yang mandiri.

Penyusunan standar perbankan syariah yang mengacu pada sistem

konvensional dengan moditikasi sesuai syariah memiliki kerentanan
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terhadap tercampur aduknya kedua sistem tersebut. Karakteristik dan
orisinalitasi akuntansi syariah tidak akan muncul secara optimal.

 Dari sisi kelngkapan, PSAK Perbankan Syariah masih memiliki
beberapa kekurangan, seperti adanya pelaporan bank terhadap
lingkungan, pembangunan dan pengembangan masyarakat.

. Penggunaan dasar going concern dalam PSAK Perbankan Syariah tidak
relevan. Asumsi ini banyak dibantah bahkan oleh kalangan konvensional
juga. Dasar going concern menggunakan asumsi yang belum pasti dan
mengandung sifat arogansi yang bertentangan dengan nilai Islam. Pada
prakteknya, penggunaan asumsi going concern dalam akuntansi syariah
tidak relevan, karena transaksi-transaksi yang dilakukan pada perbankan
Syariah berdasarkan kontrak antara pemilik dan pengelola dana, seperti
transaksi mudharabah dan musyarakah.

. Penggunaan dasar kas untuk pendapatan bagi hasil dan dasar akrual
untuk pengeluaran serta pendapatan dalam PSAK Perbankan Syariah
memiliki potensi dilakukannya kecurangan. Dan laporan hasil yang
diperoleh oleh bank pun akan membingungkan nasabah, karena bank
akan mengeluarkan laporan bagi hasil ‘dan laporan laba rugi yang
masing-masing akan menyampaikan informasi yang berbeda, karena
dasar pengakuannya pun berbeda.

 Dalam PSAK Perbankan Syariah belum ada standar pengungkapan

untuk penggunaan dasar pengakuan transaksi yang akan dipergunakan
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sebagai standar perhitungan zakat. Yang ada hanya standar untuk

mengungkapan pilihan penggunaan dasar pengungkapannya saja.

V.3. Rekomendasi

1. Mendorong kepada semua pihak untuk mengembangkan akuntansi

syariah.

Adanya kerangka yang mengungkapkan bahwa akuntans juga
bertanggungjawab sebagai kontrol kesejahteraan sosial masyarakat serta
memiliki kepedulian lingkungan.

Adanya arahan dalam PSAK Perbankan Syariah untuk memberikan
fokus laporan keuangan untuk mengungkapkan kontribusi terhadap
berbagai aktivitas sosial, pemberdayaan karyawan, kerjasama dengan
Negara-negara muslim, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi
Negara, usaha untuk menekan kemiskinan dan upaya untuk mengurangi
kesenjangan pendapatan.

Dibuatnya standar penyusunan laporan arus kas dan laporan perubahan
ekuitas untuk akuntansi  syari’ah yang terpisah dari akuntansi
konvensional.

Tidak menggunakan asumsi going concern dan mempertimbangkan
penggunaan asumsi dasar lain untuk dipakai dalam kerangka dasar
akuntansi syari’ah, seperti : the accounting unit concept, the periodicity
concept, maupun stability of the purchasing power of the monetary unit

[lihat Adnan, 2005].
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Melakukan kajian terhadap implikasi solusi terhadap pilihan penggunaan
dasar pengakuan transaksi, serta pilihan dasar pengakuan yang relevan
dalam sistem akuntansi syari’ah.

Dibuatnya standar akuntansi bagi nasabah, baik individu maupun
perusahaan, sebagai konsekuensi dari standar akuntansi perbankan
syart’ah.

Dilakukannya riset yang mengeksplorasi teori-teori dasar [grounded
theory] dengan berbagai basis paradigma yang berbeda, baik paradigma
ideologi maﬁpun paradigma penelitian.

Dilakukannya riset terhadap PSAK 59 secara mendetail seperti standar
pengakuan dan pengukuran, standar penyajian dan  standar
pengungkapan, serta memperbandingkannya dengan prinsip dan nilai
syariah.

Dilakukannya riset untuk mengevaluasi penerapan PSAK Perbankan
Syariah semenjak diterapkannya pada tahun 2003 untuk mengetahul
implementasi dalam ranah praksisnya serta mengtahui berbagai

kelemahan dan permasalahan yang muncul.
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KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi bank syariah.
Apabila tidak diatur secara spesifik dalam kerangka dasar ini
maka berlakulah kerangka dasar akuntansi umum. sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Karakteristik Bank Syariah

2. Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta
menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu
dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal
produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan
aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu
secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasil-
kan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga
perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan
pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu
bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan
usahanya berdasarkan prinsip syariah.

3. Bank syariah ialah bank yang berasaskan, antara lain,
pada asas kemitraan. keadilan, transparansi dan universal serta
melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip
syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari
prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai
berikut:

(a) pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

(b) tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value
of money);

(¢) konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
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(d) tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat
spekulatif;

(e) tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu
barang; dan

(f) tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

4. Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil.
Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk
memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas
penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba
yang diharamkan.

5. Berbeda dengan bank non-syariah. bank syariah tidak
membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor
rill sehingga dalam kegiatan usahanya dapat melakukan
transaksi-transaksi sektor riil, seperti jual beli dan sewa
menyewa.

6. Bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha
untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah.

7. Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila
telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:
(a) transaksitidak mengandung unsur kedzaliman;
(b) bukanriba;
(c) tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
(d) tidak ada penipuan (gharar);
(e) tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
(f) tidak mengandung unsur judi (maisyir).

8. Kegiatan bank syariah, antara lain, sebagai:

(a) manajer investasi yang mengelola investasi atas dana
nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau
sebagai agen investasi;

(b) investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya
dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan

N
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(c)

(d)

prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai
nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana;
penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran
seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah; dan

pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat.
infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (gardhul hasan)
sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menggunakan

prinsip wadiah, mudharabah dan prinsip lain yang sesuai
dengan syariah. Sedangkan dalam penyaluran dana. bank
syariah menggunakan:

(a)
(b)
(c)
(d)

prinsip musyarakah dan atau mudharabah untuk investasi
atau pembiayaan;

prinsip murabahah, salam, dan atau istishna untuk jual
bel;

prinsip ijarah dan atau ijarah muntahiyah bittamlik untuk
sewa-menyewa; atau

prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

10. Sesuai karakteristik maka laporan keuangan bank

syariah meliputi:

(a)

(b)

(c)

laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank
syariah sebagai investor berserta hak dan kewajibannya.
yang dilaporkan dalam:

(i) - laporan posisi keuangan;,

(ii) laporan labarugi;

(iif) laporan arus kas; dan

(iv) laporan perubahan ekuitas; »
laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam
investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk
kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad
mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam
laporan perubahan dana investasi terikat; dan

laporan keuangan yang mencerminkan peran bank syariah
sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang
dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:
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(i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq,

dan shadaqah; dan

(ii) laporan sumber dan penggunan dana gardhul hasan.

Pemakai dan Kebutuhan Informasi

11. Pemakai laporan keuangan bank syariah seperti

dinyatakan dalam kerangka dasar akuntansi umum dengan
tambahan, antara lain, sebagai berikut:

(a)

(b)

(c)

pemilik dana investasi yang berkepentingan akan informasi
keuangan yang memungkinkan mereka untuk mengambil
keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang
bersaing dan aman;

pembayar zakat, infaq dan shadagah yang berkepentingan
akan informasi mengenai sumber dan penyaluran dana
tersebut; dan

dewan pengawas syariah yang berkepentingan dengan
informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip
syariah.

TUJUAN AKUNTANSI KEUANGAN

(a)

(b)
(c)

12. Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah:
menentukan hak dan kewajiban pihak terkait. termasuk
hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum
selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan
prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran.
keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis
Islami;

menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi
pemakai laporan untuk pengambilan keputusan; dan
meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam
semua transaksi dan kegiatan usaha.

4
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TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

13. Tujuan laporan keuangan bank syariah pada dasarnya
sama dengan tujuan laporan keuangan yang berlaku secara
umum dengan tambahan, antara lain, menyediakan:

(a) informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta
informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah bila ada dan bagaimana pendapatan tersebut
diperoleh serta penggunaannya;

(b) informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan
tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengaman-
kan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan
yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan
investasi yang diperoleh pemilik dan pemilik dana investasi
terikat; dan

(c) informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, ter-
masuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

ASUMSI DASAR

14. Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama
dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum
yaitu konsep kelangsungan usaha (going concern) dan dasar
akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil
menggunakan dasar kas.

Dasar Akrual

15. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun
atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan
peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan
dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan
yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada
pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan
penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
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pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang
merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh
karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi
transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna
bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

16. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil
menggunakan dasar kas.
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Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal ‘afiat dan
mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas sehari-

han.

Menunjuk surat Saudara No. 2293/DSAK/IAIT/2002 tertanggal 17 Januan 2002
perihal tersebut di atas, maka dapat kami sampaikan bahwa secara umum Pemnyataan
Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan Syariah yang telah Saudara susun
tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan
oleh Dewan Syariah Nasional MUL

Demikianlah kaini sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima
kasth.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

BADAN PELAKSANA HARIAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
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’ The Indonesian Accounting Standards Board

Nomor 2293/DSAK/IAVI/2002 Jakarta, 17 Januar 2002
Lampiran : 2 berkas
Perihal  : Permohonan Review PSAK Akuntansi Perbankan Syariah

Kepada yang terhormat
Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia
Di —

Jakarta

Assalaamualaikum Wy, Wb,

tersebut dengan Prinsip-prinsip syariah serta memberikan covering letter yang

menyatakan bahwa transaksi yang diatur perlakuan akuntansinya di dalam PSAK

teisebut telah sesuai dengan prinsip syariah. Bersama ini pula kami lampirkan Draft

Final yang terdiri dag dua set:

1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah;
dan

2. PSAK No. 59: Akuntansi Perbankan Syariah

Kami sangat mengharapkan jawaban dari DSN agar kami dapat segera mengesahkan

Draft tersebut untuk dapat segera ditetapkan menjadi PSAK yang akan dignnakan

oleh Perbankan Syariah di Indonesia.

Demikianlah, atas pethatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alailum Wr. Wb

Dewan Standar Akuntansi Keuangan

{L‘i‘y‘»é}

Istini T. Siddharta
(etua
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PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. §9
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring
adalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibaca
dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang di-
cetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak
wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material
(immaterial items).

PENDAHULUAN
Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlaku-
an akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan
aktivitas bank syariah.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum sya-
riah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang
spariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.

3. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyata-
an ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi
keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang ber-
laku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah.

4. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan
penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus
(statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen,
dan bank sentral (Bank Indonesia). ‘

5. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip
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akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan
berdasarkan Pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi
peraturan perundang-undangan tersebut.

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN
Pengakuan dan Pengukuran Mudharabah
Karakteristik

6. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara
shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana)
dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.

7. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian
ditanggung oleh pemilik dana. kecuali jika ditemukan adanya
kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana. seperti penyele-
wengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

8. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah
muthlagah (investasi tidak terikat) dan mudharabah
mugayyadah (investasi terikat).

9. Mudharabah muthlagah adalah mudharabah dimana
pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana
dalam pengelolaan investasinya.

10. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah
dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola
dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Sebagai
contoh. pengelola dana dapat diperintahkan untuk:

(a) tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana
lainnya;

(b) tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan
cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau

(c) mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi
sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

59.2
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11. Bank dapat bertindak baik sebagai pemilik dana maupun
pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana.
maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah.
Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima:
(a) dalam mudharabah mugayyadah disajikan dalam laporan

perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari

nasabah; atau
(b) dalam mudharabah muthlagah disajikan dalam neraca
sebagai investasi tidak terikat.

12. Pengembalian pembiayaan mudharabah dapat dilaku-
kan bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau pada saat
diakhirinya mudharabah.

13. Pada prinsipnya. dalam pembiayaan mudharabah tidak
ada jaminan. namun agar pengelola dana tidak melakukan
penyimpangan. pemilik dana dapat meminta jaminan dari
pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanyva dapat di-
cairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati beisama dalam akad.

Bank sebagai Shahibul Maal (Pemilik Dana)
Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

14. Pengakuan pembiayaan mudharabah adalah
sebagai berikut:

(a) pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayar-
_an_kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada
pengelola dana; dan

(b) pembiayaan mudharabah yang diberikan secara
bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau
penyerahan. —

15. Pengukuran pembiayaan mudharabah adalah
sebagai berikut:
(a) pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur
sejumlah uang yang diberikan bank pada saat
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pembayaran;
(b) pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-
kas:
(i) diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada
saat penyerahan; dan
(ii) selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva
non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian
bank; dan
(c) beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah
tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan
mudharabah kecuali telah disepakati bersama.

16. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan
mudharabah olel pengelola dana mengurangi saldo
pembiayaan mudharabah.

17. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang
sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau
sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan
pihak pengelola dana, maka rugi tersebitt mengurangi
saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai
kerugian bank.

18. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas
maka kegiatan usaha mudharabah dianggap mulai berjalan
sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dana dalam kondisi
siap dipergunakan.

19. Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang
setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau ke-
salahan pengelola dana maka rugi tersebut diperhitung-
kan pada saat bagi hasil.

20. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas
dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau
setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usa-
ha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pem-
biayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

59.4
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21. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana, antara lain.
ditunjukkan oleh:

(a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam
akad;

(b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeur)
yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad:
atau

(c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

22. Apabila mudharabah berakhir sebelum Jjatuh tempo
dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola
dana, maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piu-
tang jatuh tempo.

Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

e

23. Apabila pembiayaan mudharabah melewati satu
periode pelaporan:

(a) laba pembiayaan mudharabah dzakuz—wde
terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepa-
kati; dan

(b) rugiyang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi
tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudha-
rababh.

24, Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktik
dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola
dana yang diterima oleh bank.

25. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan
menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (profir sharing) atau
bagi pendapatan (revenue sharing). Bagi laba. dihitung dari
pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan
pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi pendapatan.
dihitung dari total pendapatan pengelolaan mudharabah.

Hak Cipta ¢ 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 59.b
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak




Akuntansi Perbankan Syariah PSAK No. 59

1 Contoh:

% Uraian Jumlah | Metode Bagi Hasil

J

4 Penjualan 100 | Revenue Sharing

5 Harga Pokok Penjualan 65

6 Laba Kotor 35

Z; Beban 25

9 Laba rugi bersih 10 | Profit Sharing

10

11 26. Rugi pembiayaan mudharabah yang diakibatkan
12 penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir di-
13 akui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah.

14

15 27. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau
16 kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola
17 dana.

18

19 28. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pe-
20 ngelola dana pada saat mudharabah selesai atau difienti-
21  kan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang
22 jatuh tempo kepada pengelola dana.

23

24 Bank sebagai Mudharib (Pengelola Dana)

25

26 29. Dana investasi tidak terikat diakui sebagai inves-
27 tasi tidak terikat pada saat terjadinya sebesar jumlah yang
28  diterima. Pada akhir periode akuntansi, investasi tidak
29  terikat diukur sebesar nilai tercatat.

30

31 30. Bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepa-
32 da bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang
33  disepakati.

34

35 31. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan meng-
36  gunakan dua metode, yaitu bagi laba (profit sharing) atau bagi
37 pendapatan (revenue sharing) seperti pada paragraf 25.

38 .
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32. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank
dibebankan kepada bank (pengelola dana).

Bank sebagai Agen Investasi

33. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam me-
nyalurkan dana mudharabah muqayyadah dan bank tidak
menanggung risiko (chanelling agent) maka pelaporannya
tidak dilakukan dalam neraca tetapi dalam laporan peru-
bahan dana investasi terikat. Sedangkan dana yang dite-
rima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan.

34. Apabila bank bertindak sebagai agen dalam me-
nyalurkan dana mudharabah muqayyadah atau investasi
terikat tetapi bank menanggung risiko atas penyaluran
dana tersebut (executing agent) maka pelaporannya di-
lakukan dalam neraca sebesar porsi risiko yang ditang-
gung olel bank.

Pengakuan dan Pengukuran Musyarakah
Karakteristik

35. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara para
permulik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan
mencan keuntungan.

36. Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama
menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik
yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat
mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah
disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

37. Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk
kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak ber-
wujud, seperti lisensi dan hak paten.

38. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 5 9 .7
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak



Akuntansi Perbankan Syariah PSAK No. 59

e
O\DOO\!O\UI-BL:JN-—-

Nb—-‘b—‘v—-‘—-‘-—-‘n—-‘-—lh—d,_..
O\DOO\IO\UI-L\—UJI\J——‘

(S J 8
O r—

wwwwWWUJNNNNNNNI
O\U\-DWN—‘O\OOO\XO\LI_IJ;L'Jt

37
38

lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk
menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang
disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan
yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain
penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pen-
dapatan operasional. pelaksanaan yang tidak sesuai dengan
prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak
yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan
berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

39. Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik
secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik
berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang
disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara
proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa
kas maupun aktiva lainnya).

40, Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen
maupun menurun, Dalam 7 usyarakah permanen. bagian modal
setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga
akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun.
bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra
sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa
akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Bank sebagai Mitra
Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

41. Pembiayaan musyarakah diakui pada saat pem-
bayaran tunai atau penyerahan aktiva non-kas kepada
mitra musyarakah.

42. Pengukuran pembiayaan musyarakah adalal
sebagai berikut:
(a) pembiayaan musyarakah dalam bentuk:

(i) kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan

(ii) aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar dan jika
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terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku
aktiva non-kas, maka selisil tersebut diakui
sebagai keuntungan atau kerugian bank pada
saat penyerahan; dan
(b) biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya,
biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai
bcgian pembiayaan musyarakah kecuali ada perse-
tujuan dari selurul mitra musyarakah

Pengukuran Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah
setelah Akad

43. Bagian bank atas pembiayaan musyarakah per-
manen dinilai sebesar nilai historis (jumlah yang dibayar-
kan atau nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan
modal musyarakah) setelal: dikurangi dengan kerugian,
apabila ada.

44. Bagian bank-atas pembiayaan musyarakah me-
nurun dinilai sebesar nilai historis sesudah dikurangi de-
ngan bagian pembiayaan bank yang telah dikembalikan
oleh mitra (yaitu sebesar harga jual yang wajar) dan keru-
gian, apabila ada. Selisih antara nilai historis dan nilai
wajar bagian pembiayaan musyarakah yang dikembalikan
diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada
periode berjalan.

45. Jika akad musyarakah yang belum jatuh tempo
diakhiri dengan pengembalian selurul atau sebagian
modal, maka selisih antara nilai historis dan nilai pengem-
balian diakui sebagai laba atau rugi bank pada periode
berjalan.

46. Pada saat akad diakiiri, pembiayaan musyarakah
yang belum dikembalikan oleh mitra diakui sebagai piutang
Jjatuh tempo kepada mitra.
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1 Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah
2
3 47. Laba pembiayaan musyarakah diakui sebesar
4  bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas
5 hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan
6 musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan
7  kontribusi modal.
8
9 48. Apabila pembiayaan musyarakah permanen
10  melewati satu periode pelaporan, maka:
11 (a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan
12 nisbah bagi hasil yang disepakati; dan
13 (b) rugidiakui dalam periode terjadinya kerugian tersebut
14 dan mengurangi pembiayaan musyarakah.
15 :
16 49. Apabila pembiayaan musyarakah menurun mele-
17  wati satu periode pelaporan dan terdapat pengembalian
18  sebagian atau seluruh pembiayaan, maka:
19 (a) laba diakui dalam periode terjadinya sesuai dengan
20 nisbal yang disepakati; dan
21 (b) rugi diakui dalam periode terjadinya secara propor-
22 sional sesuai dengan kontribusi modal dan mengu-
23 rangi pembiayaan musyarakah.
24
25 50. Pada saat akad diakhiri, laba yang belum diterima
26  bank dari pembiayaan musyarakah yang masih perform-
27 ing diakui sebagai piutang kepada mitra. Untuk pembia-
28  yaan musyarakah yangnon performing diakhiri maka laba
29  yang belum diterima bank tidak diakui tetapi diungkapkan
30 dalam catatan atas laporan keuangan.
31 _
32 51. Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat ke-
33 lalaian atau kesalahan mitra pengelola usaha musyara-
34  kah, maka rugi tersebut ditanggung oleh mitra pengelola
35 usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyara-
36 kah tersebut diperhitungkan sebagai pengurang modal
37  mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra mengganti ke-
38 rugian tersebut dengan duna baru.
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Pengakuan dan Pengukuran Murabahah
Karakteristik

52. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli.

_ 53. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau
tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank
melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari
nasabah. >

54. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat meng-
ikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli
tidak dapat membatalkan pesanannya. Apabila aktiva
murabahah yang telah dibeli bank (sebagai penjual) dalam
murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai
sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai
tersebut menjadi beban penjual (bark) dan penjual (bank) akan
mengurangi nilai akad.

55. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai
atau cicilan. Selain itu. dalam murabahahjuga diperkenankan
adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran
yang berbeda.

56. Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:
(a) mempercepat pcmbayaran cicilan; atau
(b) melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

57. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga
jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank
mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupa-
kan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad
maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan
perjanjian yang dimuat dalam akad.
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1 58. Bank dapat meminta nasabah menyediakan agunan
2 atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang
3  telahdibeli dari bank.
4
5 59. Bank dapat meminta kepada nasabah urbun sebagai
6 uangmuka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak
7  bersepakat. Urbun menjadi bagian pelunasan piutang
8 murabahah apabila murabahah jadi dilaksanakan. Tetapi
9 apabila murabahah batal, urbun dikembalikan kepada nasabah
10 setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan.
11  Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank
12 dapat meminta tambahan dari nasabah
13
14 60. Apabila nasabah tidak dapat memenuhi pilutang
15 murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak
16 mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah
17  tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu
18 yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada
19  pendekatan tazir yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin
20 terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang
21 diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda
22 diperuntukkan sebagai dana sosial (gardhul hasan).
23
24 Bank sebagai Penjual
25 i
26 61. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan
27  tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui
28  sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan.
29
30 62. Pengukuran aktiva murabahalh setelah perolehan
31 adalah sebagai berikut:
32 (a) aktivatersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan
33 mengikat:
34 (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan
35 (i) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang,
36 rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai ter-
37 sebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai
38 aktiva;
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(b) apabila dalam murabahah zenpa pesanah atau
murabahah pesanan tidak mengikat terdapat indikasi
kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva
murabahah:

() dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai
bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih
rendah; dan

(i) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih
rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya
diakui sebagai kerugian.

63. Potongan pembelian dari pemasok diakui sebagai
pengurang biaya perolehan aktiva murabahah

64. Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar
biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungart
yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan,
piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersil yang dapat
direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan
kerugian piutang.

65. Keuntungan murabahah dickus

(a) pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada
periode laporan keuangan yang sama; atau

(b) selama periode akad secara proporsional, apabila

akad melampaui satu periode laporan keuangan.

66. Potongan pelunasan dini diakui dengan meng-
gunakan salah satu metode berikut:

(a) jika potongan pelunasan diberikan pada saat penye-
lesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan
keuntungan murabahah; atau '

(b) jika potongan pelunasan diberikan setelah penyelesai-
an, bank terlebil dulu menerima pelunasan piutang
murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar
potongan pelunasan kepada nasabah dengan mengu-
rangi keuntungan murabahah.
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1 67. Denda dikenakan apabila nasabah lalai dalam

2 inelakukan kewajibannya sesuai dengan akad. Pada saat

3 diterima, denda diakui sebagai bagian dana sosial.

4

5 68. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka)

6 adalah sebagai berikut:

7 (a) urbun diakui sebagai uang riuka pembelian sebesar

8 jumlah yang diterima bank pada saat diterima;

9 (b) padasaat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka urbun
10 diakui sebagai pembayaran piutang; dan

11 (c) jika barang batal dibeli oleh nasabal, maka urbun
12 dikembalikan kepada nasabah setelal diperhitungkan
13 dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

14

15

16 Pengakuan dan Pengukuran Salam dan Salam Paralel
17

18  Karakteristik

19

20 69. Salam adalah akad jual beli muslam fiih (barang
21  pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh muslam ilaihi
22 (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli
23 sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan
24 gyarat-syarat tertentu.

25

26 70. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual
27  dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai
28  penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyedia-
29  kan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut
30  salam paralel.

31

32 71. Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

33 (a) akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad
34 pertama antara bank dan pembeli akhir; dan

35 (b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

36

37 72. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh
38  pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang
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pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam
hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta
jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang
merugikan bank.

73. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara
wnum yang meliputi: jenis. spesifikasi teknis, kualitas dan kuan-
titasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang
telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan
yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertang-

gung jawab atas kelalaiannya.
Bank sebagai Pembeli

74. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam
dibayarkan atau dialilikan kepada penjual.

75. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aktiva
non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur
sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha
salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar nilai
wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabaly).

76. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur

sebagai berikut: -

(a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai
nilai yang disepakati;

(b) jika barang pesanan berbeda kualitasnyva, maka:

(i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai de-
ngan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar jika
nilai pasar tidak tersedia) dari barang pesanan
yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari
nilai barang pesanan yang tercantum dalam
akad;

(ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai
pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia)
pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai
kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan
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31

lebih rendah dari nilai barang pesanan yang
tercantum dalam akad;

(c) jika bank tidak menerima sebagian atau selurul

barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengi-

riman, maka:

(i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai ter-
catat piutang salam sebesar bagian yang belum
dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum
dalam akad;

(ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau selu-
ruhinya, maka piutang salam berubah menjadi
piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar
bagian yang tidak dapat dipenulu',
nya dan bank mempunyai jamman atas barang
pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut
lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisil
antara nilai tercatat piutang salam dan hasil
penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang
kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebalik-
nya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih
besar dari nilai tercatat piutang salam maka
selisihnya menjadi hak nasabah; dan

(iv) bank dapat mengenakan denda kepada nasabah,
denda hanya boleh dikenakan kepada nasabal
yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi
tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak
berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menu-
naikan kewajibannya karena force majeur.

77. Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai

32 persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, per-
33 sediaan yang diperolel melalui transaksi salam diukur
34 sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai berszh
35 yww Apabila nilai bersih yang dapat
36 direalisasilebih rendah dari biaya perolehan, maka selisil-
37  nya diakui sebagai kerugian,

38
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Bank sebagai Penjual

78. Hutang salam diakui pada saat bank menerima
modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang
diterima.

79. Modal usaha salam yang diterima dapat berupd
kas dan aktiva non-kas. Modal usaha salam dalam bentuk
kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal
usaha salam dalam bentuk aktiva non-kas diukur sebesar
nilai wajar (nilai yang disepakati antard bank dan
nasabal).

80. Apabila bank melakukan transaksi salam paralel,
selisil antara jumlah yang dibayar olelt nasabah dan biaya
perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau
kerugian pada saat pengiriman barang pesanan oleh bank
ke nasabah.

Pengakuan dan Pengukuran Istishna dan Istishna
Paralel

Karakteristik

81. Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni
(pembeli) dan as-shani (produsen yang juga pertindak sebagai
penjual). Berdasarkan akad tersebut., pembeli menugasi
produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan)
sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya
dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa
pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka
waktu tertentu.

82. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh
pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga
barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

I
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1 83. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara
2 umum yang meliputi: jenis, sfesifikasi teknis, kualitas, dan
3 kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik
4 yangtelah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika
5 barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka
6 produsenlpenjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
7
8 84. Bank dapat pertindak sebagai pembeli atau penjual
9 dalam suatu transaksi istishna. Jika bank bertindak sebagal
10 penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor)
11 untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka
12 hal ini disebut istishna paralel.
13
14 85. Istishna paralel dapat dilakukan dengan syarat:
15 (a) akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari
16 akad pertama antara bank dan pembeli akhir: dan
17 (b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
18
19 86. Pada dasarnya istishna tidak dapat dibatalkan, kecuali
20  memenuhi kondisi:
21 (a) keduabelah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
22 (b) . akadbatal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang
23 dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.
24
25 87. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan
26 dan produsen/penjual atas:
27 (a) jumlahyang telah dibayarkan; dan
28 (b) penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan
29 tepat waktu. '
30
31 88. Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan
32 jaminanbahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.
33
34 89. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari pro-
35 dusen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan
36 sebesar jumlahyang disepakati.
37
38
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Bank sebagai Produsen/Penjual

90. Pengakuan dan pengukuran biaya istishna adalah
sebagai berikut:

(a) biaya istishna terdiri dari:

(1) biaya langsung, terutama biaya untuk menghasil-
kan barang pesanan; dan

(i) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan
akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasi-
kan secara obyektif;

(b) beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta
biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam
biaya istishna;

(c) biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan
dan diperhitungkan sebagai biaya istishna Jika akad
ditandatangani, tetapi jika akad tidak ditandatangani,
maka biaya tersebut di bebankan pada periode ber-
jalan; dan

(d) biaya istishna yang terjadi selama periode laporan
keuangan, diakui sebagai aktiva istishna dalam pe-

nyelesaian pada saat terjadinya.
—— " ~

91. Pengakuan dan pengukuran biaya istishna paralel
adalah sebagai berikut:
(a) biaya istishna paralel terdiri dari:

(i) biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan
sub-kontraktor kepada bank;

(i) biaya tidak langsung yang berhubungan dengan
akad (termasuk biaya pra-akad) yang dialokasi-
kan secara obyektif; dan

(iii) semua biaya akibat sub-kontraktor tidak dapat
memenuhi kewajibannya, jika ada; dan

(b) biaya istishna paralel diakui sebagai aktiva istishna
dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihun

dari sub-kontraktor sebe. ; than.
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1 92. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli
2 akhir diakui sebagai piutang istishna dan sebagai termin
3 jistishna (istishna billing) pada pos lawannya.
4
5 Pengakuan Pendapatan dan Keuntungan Istishna dan Istis hna
6 Paralel
7
8 93. Pendapatan istishna adalah total harga yang di-
9 sepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, ter-
10 masuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah
11 selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istish-
12 na. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan
13 metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.
14 v
15 94, Jika metode persentase penyelesaian digunakan,
16 maka:
17 (a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan
18 yang telal diselesaikan dalam periode tersebut diakui
19 sebagai pendapatan istishna pada periode yang ber-
20 sangkutan;
21 (b) bagian margin keuntungan istishna yang diakui sela-
22 ma periode pelaporan ditambahkan kepada aktiva
23 istishna dalam penyelesaian; dan
24 (c) pada akhir periode harga pokok istishna diakui sebe-
25 sar biaya istishna yang telah dikeluarkan sampai de-
26 ngan periode tersebut.
27
28 95. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan
29  biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara
30 rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digu-
31 nakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai
32  berikut: :
33 (a) tidak ada pendapatan istishna yang diakui sampai
34 dengan pekerjaan tersebut selesai;
35 (b) tidak ada harga pokok istishna yang diakui sampai
36 dengan pekerjaan tersebut selesai;
37 (c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam
38 istishna dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan
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tersebut selesai; dan

(d) pengakuan pendapatan istishna, harga pokok
istishna, dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir
penyelesaian pekerjaan.

Penyelesaian Awal

96. Jika pembeli akhir melakukan pembayaran sebe-
lum tanggal jatuh tempo dan bank memberikan potongan,
maka bank menghapus sebagian keuntungannya sebagai
akibat penyelesaian awal tersebut.

97. Penghapusan sebagian keuntungan akibat penye-
lesaian awal piutang istishna dapat diperlakukan sebagai:
(a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari

piutang istishna pada saat pembayaran; atau
(b) penggantian (reimbursed) kepada pembeli sebesar

jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah
menerima pembayaran piutang istishna secara kese-
luruhan.

Perubahan Pesanan dan Klaim Tambahan

98. Pengukuran perubahan pesanan dan klaim tam-
bahan adalah szbagai berikut:

(1) nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang dise-
pakati oleh bank dan pembeli akhir ditambahkan
kepada pendapatan istishna dan biaya istishna;

(b) jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang diper-
syaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya tambahan
yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah
biaya istishna, sehingga pendapatan istishna akan ber-
kurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat
klaim tambahan,

(c) perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada
istishna paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan
dan klaim tambahan ditentukan olel subkontraktor
dan disetujui bank berdasarkan akad istishna paralel.
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1 Beban Pemeliharaan dan Penjaminan Barang Pesanan

2

3 99. Beban pemeliharaan dan penjaminan barang

4 pesanan diakui pada saat terjadinya dan diperhitungkan

5 dengan pendapatan istishna.

6

7 Bank sebagai Pembeli

8 _

9 100. Bank mengakui aktiva istishna dalam penyele-
10 saian sebesar jumlah termin yang ditagil oleh penjual dan
11 sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.

12

13 101. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan
14  karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibat-
15 kan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari
16 garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan pen-
17  jual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyele-
18  saian proyek, maka selisinya akan diakui sebagai piutang
19 jatuh. tempo kepada sub-kontraktor.

20

21 102. Jika bank menolak menerima barang pesanan
22 karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat
23 memperolel kembali seluruh jumlah uang yang telah di-
24  bayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum
25 diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo
26 kepada subkontraktor.

27

28 103. Jika bank menerima barang pesanan yang tidak
29  sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut
30 diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar
31 dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai
32  kerugian pada periode berjalan.

33

34 104. Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir me-
35 nolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai
36 dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan
37  diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar
38 dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui
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sebagai kerugidn pada periode berjalan.

Pengakuan dan Pengukuran Ijarah dan Ijarah
Muntahiyah Bittamlik

Karakteristik

105. Jjarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik
ma’jur (obyek sewa) dan musta jir (penyewa) untuk men-
dapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. [jarah
muntahiyah bittamlik adalah akad sewa-menyewa antara
pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan
atas obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan
hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad
sewa.

106. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa
dalam ijarah muntahiyah bittamlik dapat dilakukan dengan:
(a) hibah;

(b) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang
sebanding dengan sisa cicilan sewa;

(c) penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran
tertentu yang disepakati pada awal akad; dan

(d) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang
disepakati dalam akad.

107. Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa me-
nyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko
kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas
diketahui dan tercantum dalam akad.

Ijarah danljarah Muntahiyah Bittamlik
Bank sebagai Pemilik Obyek Sewa
108. Obyek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada

saat perolehan obyek sewa dan disusutkan sesuai dengan:
(a) kebijakan penyusutan pemilik obyek sewa untuk aktiva
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

sejenis jika merupakan transaksi ijarah; dan
(b) masa sewa jika merupakan transaksi ijarah mun-
tahiyah bittamlik.

109. Pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bittam-
lik diakui selama masa akad secara proporsional kecuali
pendapatan ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjual-
an secara bertahap maka besar pendapatan setiap periode
akan menurun secara progresif selama masa akad karena
adanyva pelunasan bagian per bagian obyek sewa pada
setiap periode iersebut.

110. Piutang pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah
bittamlik diukur sebesar nilai bersili yang dapat direa-
lisasikan pada akhir periode pelaporan.

111. Jika biaya akad menjadi beban pemilik obyek
sewa maka biaya tersebut dialokasikan secara konsisten
dengan alokasi pendapatan ijarah atau ijarah muntahiyah
bittamlik selama masa akad.

22 112. Pengakuan biaya perbaikan obyek sewa adalah
23 sebagai berikut:

24 (a) biaya perbaikan tidak rutin obyek sewa diakui pada
25 saat terjadinya;

26 (b) jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek sewa
27 dengan persetujuan penilik obyek sewa maka biaya
28 tersebut dibebankan kepada pemilik obyek sewa dan
29 diakui sebagai beban pada periode terjadinya perbaik-
30 an tersebut; dan

31 (c¢) dalamijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan
32 secara bertahap biaya perbaikan obyek sewa yang di-
33 maksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik
34 obyek sewa maupun penyewa sebanding dengan bagi-
35 an kepemilikan masing-masing di dalam obyek sewa.
36

37 113.Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah
38 muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat
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seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan obyek
sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Obyek sewa
dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat ter-
jadinya perpindahan hak milik obyek sewa.

114.Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa
dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhir-
nya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek
sewa. Pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau
kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara
harga jual dan nilai buku bersilh obyek sewa.

115. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya
adalah sebagai berikut:

(a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh
pembayaran sewa telah diselesaikan dan penyewa
membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;

(b) obyek sewa dikeluarkan dari aktiva pemilik obyek
sewa pada saat terjadinya perpindahan hak milik
obyek sewa;

(c) jika penyewa berjanji untuk membeli obyek sewa tetapi
kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya
dan nilai wajar obyek sewa ternyata lebih rendah dari
nilai bukunya, maka selisihnya diakui sebagai piutang
pemilik obyek sewa kepada penyewa; dait

(d) jika penyewa tidak berjanji untuk membeli obyek sewa
dan memutuskan untuk tidak melakukannya, maka
obyek sewa dinilai sebesar nilai wajar atau nilai buku,
mana yang lebih rendah. Jika nilai wajar obyek sewa
tersebut lebih rendah dari nilai buku, maka selisihnya
diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

116. Pengakuan pelepasan obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa secara
bertahap adalah sebagai berikut:

(a) perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui
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1 jika seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan
2 penyewa membeli sebagian obyek sewa dari pemilik
3 obyek sewa;
4 (b) nilai buku bagian obyek sewa yang telah dijual di-
5 keluarkan dari aktiva pemilik obyek sewa pada saat
6 terjadinya perpindahan hak milik bagian obyek sewa;
7 (c) pemilik obyek sewa mengakui keuntungan atau
8 kerugian sebesar selisilt antara harga jual dan nilai
9 buku atas bagian obyek sewa yang telah dijual; dan
10 (d) jika penyewa tidak melakukan pembelian atas obyek
11 sewa yang tersisa maka perlakuan akuntansinya
12 sesuai dengan paragraf 115 huruf (c) dan (d).
13
14 117. Dalam ijarah muntakiyah bittamlik jika obyek
15 sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum per-
16 pindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai
17  tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kela-
18 laiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar
19  melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisil antara ke-
20  duanya (jumlah yarg sudah dibayar penyewa untuk tujuan
21  pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui
22 sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan
23 sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.
24
25 Bank sebagai Penyewa
26
27 118. Beban ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik
28  diakui secara proporsional selama masa akad.
29
30 119. Jika biaya akad menjadi beban penyewa maka
31  biaya tersebut dialokasikan secara konsisten dengan
32 alokasi beban ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik
33 selama masa akad.
34
35 120. Jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi obyek
36 sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa maka
37  biaya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
38 Biaya pemeliharaan rutin dan operasi dalam ijarah
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muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa secara
bertahap akan meningkat secara progresif sejalan dengan
peningkatan kepemilikan obyek sewa.

121. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui hibah diakui pada saat
seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan
obyek sewa telah diterima penyewa. Obyek sewa yang di-
terima diakui sebagai aktiva penyewa sebesar nilai wajar
pada saat terjadinya. Penerimaan obyek sewa tersebut di
sisi lain akan menambah:

(a) saldo laba, jika sumber pendanaan berasal dari modal
bank; :

(b) dana investasi tidak terikat, jika sumber pendanaan
berasal dari simpanan pihak ketiga; atau

(c) saldo laba dan dana investasi tidak terikat secara pro-
porsional, jika sumber pendanaan berasal dari modal
bank dan simpanan pihak ketiga.

122. Perpindahan hak milik obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui pembelian obyek sewa
dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhir-
nya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli obyek
sewa. Penyewa mengakui obyek sewa yang diterima diakui
sebagai aktiva penyewa sebesar kas yang dibayarkan.

123. Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui pembayaran sekadarnya
adalah sebagai berikut:

(a) perpindahan hak milik obyek sewa diakui jika seluruh

pembayaran sewa ijarah telah diselesaikan dan pe-
nyewa membeli obyek sewa dari pemilik obyek sewa;
dan

(b) obyek sewa yang diterima diakui sebagai aktiva pe-
nyewa sebesar kas yang dibayarkan.

124. Pengakuan penerimaan obyek sewa dalam ijarah
muntahiyah bittamlik melalui pembeliar obyek sewa
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1 secara bertahap adalah sebagai berikut:
2 (a) perpindahan hak milik sebagian obyek sewa diakui
3 Jika seluruh pembayaran sewa ijarah telah diselesai-
4 kan dan penyewa membeli sebagian obyek sewa dari
5 pemilik obyek sewa; dan
6 (b) bagian obyek sewa yang diterima diakui sebagai
7 aktiva penyewa sebesar biaya perolehannya.
8
9 125. Obyek sewa yang telah dibeli oleh penyewa disu-
10 sutkan sesuai dengan kebijakan penyusutan penyewa.
11
12 126. Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai per-
13 manen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa
14 dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan
15 penyewa atau kelalaiannya, serta Jjumlah cicilan sewa
16  yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka
17 selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar
18  penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai
19 sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo pe-
20 nyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban ijarah
21  muntahiyah bittamlik.
22
23 Penjualan dan Penyewaan Kembali
24
25 127. Jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan
26 menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank
27  sebagai pemilik obyek sewa diterapkan.
28
29 128. Jika bank menjual aktiva kepada nasabah dan
30 menyewanya kembali, maka perlakuan akuntansi bank
31 sebagai penyewa diterapkan sebagai berikut:
32 (a) keuntungan atau kerugian penjualan aktiva diakui
33 bank pada saat terjadinya transaksi penjualan jika
34 penyewaan kembali dilakukan secara ijarah; dan
35 (b) keuntungan atau kerugian penjualan aktiva dialokasi-
36 kan sebagai penyesuaian terhadap beban ijarah sela-
37 ma masa akad jika penyewaan kembali dilakukan
38 - secara ijarah muntahiyah bittamlik.
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26
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28
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Sewa dan Penyewaan Kembali

129. Jika bank menyewakan kepada nasabah aktiva
yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga,
maka perlakuan akuntansi bank sebagai pemilik obyek
sewa dan penyewa diterapkan.

Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif

130. Penyisihan kerugian aktiva produktif dan piutang
yang timbul dari transaksi aktiva produktif dibentuk sebe-
sar estimasi kerugian aktiva produktif dan piutang yang
tidak dapat ditagik sesuai dengan denominasi mata vang
aktiva produktif dan piutang yang diberikan.

131. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank baik
dalam rupiah maupun valuta asing yang ditujukan untuk meng-
hasilkan pendapatan antara lain dalam bentuk pembiayaan
mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah. salam
paralel, dan istishna paralel.

132. Pendapatan aktiva produktif yang non-perform-
ing diakui pada saat pendapatan tersebut diterima.

133. Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan se-
bagai non-performing, pendapatan yang telah diakui tetapi
belum diterima harus dibatalkan.

Pengakuan dan Pengukuran Wadiah

Karakteristik

134. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan
dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan
menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian
titipan.

135. Wadiah dibagi atas wadiah yad-dhamanah dan
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1 wadiah yad-amanah. Wadiah yad-dhamanah adalah titipan
2 yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat di-
3 manfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil peman-
4 faatantersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi
5 hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip wadiah yad-
6 amanah, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang
7 titipan tersebut sampai diambil kembalj oleh penitip.
8
9 136. Penerima titipan dalam transaks;i wadiah dapat:
10 (a) meminta yjrah (imbalan) atas penitipan barang/uang
11 tersebut; dan
12 (b) memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan
13 barang/uang titipan (wadiak yad-dhamanah) namun tidak
14 boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung
15 pada kebijakan penerima titipan.
16
17 Pengakuan dan Pengukuran Dana Wadial
18
19 137. Dana wadiah diakui sebesar Jumlah dana yang
20  dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang
21 diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pen-
22 dapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan
23 yang harus dibagikan.
24
25 138. Pengakuan bonus dalam transaksi wadiah adalah
26  sebagai berikut:
27 @emberian bonus kepada nasabah diakui sebagai
28 beban pada saat terjadinya;
29 (b) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank
30 syariah lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas
31 diterima;
32 (c) penerimaan bonus dari penempatan dana syariah
33 pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada
34 saat kas diterima; dan
35 (d) penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank
36 non-syariah diakui sebagai pendapatan dana qardhul
37 hasan pada saat kas diterima.
38
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Pengakuan dan Pengukuran Qardh
Karakterisktik

139. Pinjaman gardh adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjam-
kan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah
jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat mene-
rima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dip ersyaratkan
di dalam perjanjian.

140. Bank syariah di samping memberikan pinjaman gardh,
juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk gardhul
hasan. Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang
memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut
selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah
yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam
mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian
tersebut dapat mengurangj jumlah pinjaman. Pelaporan gardhul
hasan disajikan tersendini dalam laporan sumber dan pengguna-
an dana qardhul hasan karena dana tersebut bukan aset bank

yang bersangkutan.

141. Sumber dana gardhul hasan berasal dan eksternal
dan intemal. Sumber dana ekstermnal meliputi dana gardh yang
diterima bank syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan,
infak, shadagah, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh
para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal.
Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman qardhul
hasan.

Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qardh

142. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang
dipinjamkan an/yg Kelebihan penerimaan
dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai
pendapatan pada saat terjadinya.
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1 143. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam
2 qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman
3  qardh diakui sebagai beban.
4
5 Pengakuan dan Pengukuran Sharf
6
7 Karakteristik
8
9 144. Sharf adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta
10 lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual
11 beli banknotes) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai
12 (hedging) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.
13
14 Pendapatan Sharf
15
16 145. Selisils antara kurs yang diperjanjikan dalam
17- kontrak dan kurs tunai (mark to market) pada tanggal
18 penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan/kerugian
19 pada saat penyerahan/penerimaan dana.
20
21 146. Selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta
22  asing dalam rupiah (revaluasi) diakui sebagai pendapatan
23  atau beban.
24
25 Pengakuan dan Pengukuran Kegiatan Bank Syariah
26  Berbasis Imbalan
27
28 Karakteristik
29
30 147. Kegiatan-kegiatan yang menghasilkan ujrah
31 (imbalan), antara lain, wakalah, hiwalah, dan kafalah.
32
33 148. Wakalah adalah akad pemberian kuasa dari muwakil
34  (pemberi kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/bank)
35  untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi
36  kuasa. Akad wakalah tersebut dapat digunakan, antara lain,
37  dalam pengiriman transfer, penagihan hutang baik melalui Klinng
38  maupun inkaso, dan realisasi L/C.
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1
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3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

149. Kafalah adalah akad pemberian jaminan yang diberi-
kan oleh kaafil (penjamin/bank) kepada makful (penerima
Jaminan) dan penjamin bertanggung jawab atas pemenuhan
kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.
Kafalah dapat digunakan untuk pemberian jasa bank, antara
lain, garansi bank, standby L/C, pembukaan L/C impor, ak-
scptasi, endosemen, dan aval.

150. Hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak dan
kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun
hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas
kepada entitas lain.

Imbalan dari Kegiatan Bank Syariah Berbasis Imbalan

I51. Pendapatan dan beban yang berkaitan dengan
Jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Penda-
patan dan beban yang tidak berkaitan dengan Jangka
waktu diakui pada saat terjadinya transaksi dalam periode
yang bersangkutan.

PENYAJIAN

152. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap

terdiri dari komponen-komponen berikut:

(a) neraca;

(b) laporan laba rugi;

(c) laporan arus kas;

(d) laporan perubahan ekuitas;

(¢) laporan perubahan dana investasi terikat;

() laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak,
dan shadaqah;

(8) laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan;
dan

(W) catatan atas laporan keuangan.
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1 Neraca
2
3 153. Unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban,
4 investasi tidak terikat, dan ekuitas.
5
6 154. Penyajian aktiva pada neraca atau pengungkap-
7 an pada catatan atas laporan keuangan atas aktiva yang
8 dibiayai oleh bank sendiri dan aktiva yang dibiayai oleh
9  bank bersama pemilik dana investasi tidak terikat, dilaku-
10 kan secara terpisah. Dengan memperhatikan ketentuan
11 dalam PSAK lainnya, penyajian dalam neraca mencakup,
12 tetapi tidak terbatas pada pos-pos aktiva berikut:
13  Kas;
14 Penempatan pada Bank Indonesia;
15  Giro pada bank lain,
16 Penempatan pada bank lain;
17  Efek-efek;
18  Piutang:
19 piutang murabahah;
20 piutang salam;
21 piutang istishna;
22 piutang pendapatan ijarah;
23 Pembiayaan mudharabah;
24  Pembiayaan musyarakah;
25  Persediaan (aktiva yang dibeli untuk dijual kembali kepada
26 klien);
27  Aktiva yang diperolelt untuk ijarah; '
28  Aktiva istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi
29  termin istishna);
30 Penyertaan;
31 Investasi lain;
32  Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan; dan
33 Aktiva lain.
34
35 155. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK
36 lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada
37  catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak ter-
38 batas pada pos-pos kewajiban, investasi tidak terikat, dan
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ekuitas berikut:
Kewajiban
Kewajiban segera;
Simpanan:

giro wadiah;

tabungan wadiah;
Simpanan bank lain:

giro wadiah;

tabungan wadiah;
Kewajiban lain:

hutang salam;

hutang istishna;
Kewajiban kepada bank lain;
Pembiayaan yang diterima;
Keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum di-
bagikan;
Hutang pajak;
Hutang lainnya; dan
Pinjaman subordinasi.

Investasi Tidak Terikat

Investasi tidak terikat dari bukan bank:
tabungan mudharabah;
deposito mudharabah;

Investasi tidak terikat dari bank:
tabungan mudharabah;
deposito mudharabah.

Ekuitas

Modal disetor;

Tambahan modal disetor; dan
Saldo laba (rugi).

156. Aktiva dan kewajiban tidak boleh disalinghapus-
kan kecuali ketentuan syariah dan hukum memperkenan-
kan terjadinya saling hapus.

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN INDONESIA 59 . 3 5
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak



Akuntansi Pertbankan Syariah PSAK No. 59

1 157. Pembiayaan mudharabah mutlagah yang
9 diterima bank syariah disajikan dalam neraca pada unsur
3 investasitidak terikat di antara unsur kewajiban dan ekuitas
4
5 158. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh
6 bank dengan kriteria sebagai benkut:
7 (a) bank mempunyai hak untuk menggunakan dan mengjinves-
8 tasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana
9 dimaksud dengan dana lainnya;
10 (b) keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang
1 disepakati; dan
12 (c) bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk
13 mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian.
14 :
15 159. Penyajian pos-pos yang terkait dengan transaksi
16 istishna adalah sebagai berikut:
17 (a) termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai
18 pos pengurang istishna dalam penyelesaian;
19 (b) selisik lebih antara istishna dalam penyelesaian dan
20 termin istishna yang sudah ditagih disajikan sebagai
21 aktiva, sedangkan selisih kurang antara istishna da-
22 lam penyelesaian dan termin istishna yang sudah
23 ditagih disajikan sebagai kewajiban;
24 (c) aktiva istishna dalam penyelesaian yang telah selesai
25 dibuat disajikan sebagai persediaan sebesar harga jual
26 istishna kepada pembeli akhir; dan
27 (d) dalam istishna paralel, piutang istishna dan hutang
28 istishna tidak boleh saling hapus.
29 :
30 160. Dana wadiah yad-dhamanah disgjikan sebagai
31 kewajiban.
32
33 161. Qardh yang sumber dananya dari intern bank
34 (modal bank) disajikan pada aktiva lainnya sebagai pin-
35 jaman qardh Sedangkan qardh yang sumber dananya dari
36  ekstern (dana kebajikan yang diterima oleh bank) disajikan
37 dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul
383 hasan
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Laporan Laba Rugi

162. Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK
lainnya, penyajian dalam laporan laba rugi mencakup,
tetapi tidak terbatas pada pos-pos pendapatan dan beban
berikut:

Pendapatan operasi utama:
Pendapatan dari jual beli:
pendapatan marjin murabahah;
pendapatan bersih salam paralel;
pendapatan bersih istishna paralel;
Pendapatan dari sewa:
pendapatan bersih ijarah;

Pendapatan dari bagi hasil:

pendapatan bagi hasil mudharabah;
pendapatan bagi hasil musyarakah;

Pendapatan operasi utama lainnya;

Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat;
Pendapatan operasi lainnya;

Beban operasi lainnya;

Pendapatan non-operasi;

Beban non-operasi;

Zakat; dan

Pajak.

Laporan Arus Kas

163. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK
2: Laporan Arus Kas dan PSAK 31: Akuntansi Perbankan.

Laporan Perubahan Ekuitas

164. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai
dengan PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

165. Laporan perubahan dana investasi terikat
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1 memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber
2 dana dan memisahkan investasi berdasarkan Jjenisnya.
3
4 166. Bank syariah menyajikan laporan perubahan
5  dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan
¢ keuangan, yang menunjukkan:
7 (a) saldo awal dana investasi terikat;
g (b) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan
9 nilai per unit pada awal periode;
10 (c) dana investasi yang diterima dan unit investasi yang
11 diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
12 () penarikan atau pembelian kembali unit investasi
13 selama periode laporan;
14 (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
15 () bagian bagi hasil milik bank dari keuntungan investast
16 terikat jika bank syariah berperan sebagai pengelola
17 dana atau imbalan bank jika bank syariah berperan
18 sebagai agen investasi;
19 (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya
20 yang dialokasikan oleh bank ke dana investasi terikal;
21 (1) saldo akhir dana investasi terikat; dan
22 (i) jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan
23 nilai per unit pada akhir periode.
24
25 167. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari
26 pemilikdana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh
77 bank sebagai manajer_investasi berdasarkan mudharabah
28  mugqayyadah atau sebagal agen investasi. Investasi terikat
29  bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank karena bank
30 tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkan
31  investasi tersebut serta bank tidak memiliki kewajiban mengem-
32 balikan atau menanggung risiko investasi.
33
34 168. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat
35 dansejenisnya adalah dana yang diterima bank sebagai manajer
36 investasl atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasi-
37  kan oleh bank baik sebagai pengelola dana maupun sebagai
38  agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik investasi terikat
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adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan
permintaan pemilik dana.

169. Keuntungan atau kerugian investasi terikat sebelum
dikurangj bagian keuntungan manajer investasi adalah jumlah
kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat selain
kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunan yang
berasal dan penarikan.

170. Dalam hal bank bertindak sebagai manajer investasi
dengan akad mudharabah muqayyadah, bank mendapatkan
keuntungan sebesar nisbah atas keuntungan investasi. Jika
terjadi kerugian, maka bank tidak memperoleh imbalan apapun.
Apabila dalam investasi tersebut terdapat dana bank maka bank
menanggung kerugian sebesar bagian dana yang diikutsertakan.

171. Dalam hal bank bertindak sebagai agen investasi,
imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati
tanpa memperhatikan hasil investasi.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak,
dan Shadaqah

172. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan
penggunaan zakat, infak, dan shadaqah sebagai kompon-
en utama laporan keuangan, yang imenunjukkan:

(a) sumber dana zakat, infak, dan shadaqah yang berasal
dari penerimaan:

(i) zakat dari bank syariah;

(ii) zakat dari pihak luar bank syariah;

(iii) infak; dan

(iv) shadaqah;

(b) penggunaan dana zakat, infak, dan shadagah untuk:

() fakir;

(i) miskin;

(iii) hamba sahaya (riqab);

(iv) orang yang terlilit hutang (gharim);

(v) orang yang baru masuk Islam (muallaf);
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1 (vi) orang yang berjihad (fiisabilillah);
2 (vii) orang yang dalam perjalanan (ibnusabil); dan
3 iii) amil;
4 (c) kenaikan atau penurunan sumber dana zakat, infak,
5 dan shadagah;
6 (d) saldo awal dana penggunaan dana zakat, infak, dan
7 shadaqah; dan
8 (e) saldo akhir dana penggunaan dana zakat, infak, dan
9 shadaqah. ‘
10
11 173. Zakat adalah sebagjan dari harta yang wajib dikeluar-
12 kan oleh muzaki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada
13 mustahiq (penerima zakat). Pembayaran zakat dilakukan apa-
14 bila nisab dan haul-nya terpenuhi dan harta yang memenuhi
15  kriteria wajib zakat. Pada prinsipnya wajib zakat adalah shahibul
16 mal. Bank dapat bertindak sebagai amil zakat.
17
18 174. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana
19  zakat, infak, dan shadaqah meliputi sumber dana, penggunaan
20  dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat, infak,
21  dan shadagah pada tanggal tertentu.
22
23 175. Sumber dana zakat, infak, dan shadaqah berasal dan
24  bankdan pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada
25 yang berhak.
26 '
27 176. Penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah berupa
28  penyaluran kepada yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.
29 :
30 177. Saldo dana zakat, infak, dan shadaqah adalah dana
3]  zakat, infak, dan shadaqah yang belum dibagikan pada tanggal
32 tertentu.
33
34 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
35
36 178. Bank syariah menyajikan laporan sumber dan
37 penggunaan dana qardhul hasan sebagai komponen utama
38 laporan keuangan, yang menunjukkan:
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(a) sumber dana dana qardhul hasan yang berasal dari
penerimaan:
() infak;
(i) shadagah;
(iii) denda; dan
(iv) pendapatan non-halal;
(b) penggunaan dana gardhul hasan untuk:
() pinjaman;
(ii) sumbangan;
(c) kenaikan atau penurunan sumber dana qardhul hasan;
(d) saldo awal dana penggunaan dana gardhul hasan;
dan
(¢) saldo akhir dana penggunaan dana qardhul hasan

179. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana
qgardhul hasan meliputi sumber, penggunaan dana qardhul
hasan selama jangka waktu tertentu, dan saldo dana gardhul
hasan pada tanggal tertentu.

180. Sumber dana gardhul hasan berasal dari bank atau
dari luar bank. Sumber dana gardhul hasan dari luar berasal
dari infak dan shadagah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya.

181. Penggunaan dana qardhul hasan meliputi pemberian
pinjaman baru selama jangka waktu terteatu dan pengembalian

dana qardhul hasan temporer yang disediakan pihak lam
182. Saldo dana gardhul hasan adalah dana gardhul
hasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.
PENGUNGKAPAN
Pengungkapan Umum
183. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-

kan informasi umum mengenai bank sebagaimana diatur
dalam ketentuan yang berlaku umum, dengan pengung-
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1 kapan tambahan yang mencakup, tetapi tidak terbatas
2 pada:
3 (a) karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama
4 yang disediakan;
5 (b) peranan, sifat, tugas dan kewenangan Dewan Peng-
6 awas Syariah dalam mengawasi kegiatan bank
7 syariah berdasarkan ketentuan hukum dan praktik;
8 (c¢) tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah untuk
9 mengawasi kegiatan bank dan induk perusahaan
10 (holding company); dan
11  (d) tanggung jawab bank terhadap pengelolaan zakat.
12
13 184. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-
14 kan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyu-
15 sunan laporan keuangan yang mencakup, tetapi tidak ter-
16  batas pada kebijakan akuntansi:
17 (a) mengenai pemilihan metode akuntansi di antara be-
18 berapa alternatif metode akuntansi yang diperboleh-
19 kan dalam setiap jenis transaksi;
20 (b)) yang tidak konsisten dengan konsep akuntansz ke-
21 uangan bank syariah, jika ada;
22 (c) mengenai pengakuan pendapatan, beban, keuntung-
23 an, dan kerugian dalam setiap jenis transaksi;
24 (d) mengenai pengakuan dan penentuan penyisihan ke-
25 rugian dan penghapusan aktlva produktgf bank
26 syariah; dan
27 (e) konsolidasi laporan keuangan, jika ada.
28
29 185. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-
30 kan pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah,
31 jika ada, mengenai:
32 (a) jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh dari
33 sumber atau cara yang tidak diperkenankan oleh
34 syariah;
35 (b) jumlah dan sifat beban yang tidak sesuai dengan
36 syariah; dan
37 (c) rencana penggunaan pendapatan non-halal sesuai
38 dengan arahan Dewan Pengawas Syariah.
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1 186. Laporan keuangan bank syariah mengungkap-
2 kan jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan
3 segmen geografis dan periode jatuh temponya. Selain itu,
4 juga mengungkapkan metode alokasi keuntungan (keru-
5 gian) investasi antara pemilik dana investasi tidak terikat
6 dan bank, baik bank sebagai pengelola dana maupun bank
7 sebagai agen investasi. Pengungkapan tersebut meliputi:
8 (a) metode yang digunakan bank untuk menentukan
9 bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak
10 terikat dalam periode yang bersangkutan;
11 (b) tingkat pengembalian; dan
12 (¢) nisbah keuntungan yang disepakati dari masing-
13 masing dana investasi.,
14
15 187. Bank syariak harus mengungkapkan hal-hal
16  berikut:
17 (a) jenis aktiva produktif, sektor ekonomi, dan jumlah
18 aktiva produktif masing-masing;
19 (b) jumlah aktiva produktif yang diberikan kepada pihak
20 yang mempunyai hubungan istimewa;
21  (c) kedudukan bank dalam pembiayaan bersama dan
22 besarnya porsi yang dibiayai;
23 (d) jumlah aktiva produktif yang telah direstrukturisasi
24 dan informasi lain tentang aktiva produktif yang di-
25 restrukturisasi selama periode berjalan;
26 (¢) klasifikasi aktiva produktif menurut jangka waktu,
27 kualitas aktiva produktif, valuta dan tingkat bagi hasil
28 rata-rata;
29 (f) ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan peng-
30 hapusan aktiva produktif yang diberikan dalam tahun
31 yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal,
32 penyisihan selama tahun berjalan, penghapusan sela-
33 ma tahun berjalan, pembayaran aktiva produktif yang
34 telah dihapusbukukan dan saldo penyisihan pada
35 akhir tahun;
36 (g) kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, peng-
37 hapusan dan penanganan aktiva produktif ber-
38 masalah;
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1 () metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan
2 khusus dan umum;
3 (i) kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan pengendali-
4 an risiko portofolio aktiva produktif;
5 (j) besarnya aktiva produktif bermasalal dan penyisihan-
6 nya untuk setiap sektor ekonomi; dan
7 (k) saldo aktiva produktif yang sudah dihentikan.
8
9 Pengungkapan untuk Setiap Komponen Laporan
10 Keuangan
11
12 Neraca
13
14 188. Pengungkapan pembiayaan mudharabah men-
15 cakup, tetapi tidak terbatas, pada:
16 (a) jumlah pembiayaan mudharabah kas dan non-kas;
17 (b) kerugian atas penurunan nilai aktiva mudharabah,
18 apabila ada; dan
19 (c) persentase kepemilikan dana pada investasi tidak
20 terikat yang signifikan berdasarkan kepemilikan per-
21 orangan dan/atau badan hukum.
22
23 189. Bank syariah mengungkapkan dasar penentuan
24 dan besar penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah
25 dan piutang yang berasal dari penyelesaian akad
26 musyarakah pada suatu periode.
27 '
28 190. Bank syariah mengungkapkan saldo transaksi
29 murabsahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan
30 mengikat maupun tidak mengikat.
31
32 191. Pengungkapan transaksi istishna mencakup,
33 tetapi tidak terbatas, pada:
34 (a) pendapatan dan keuntungan dari kontrak istishna
35 selama periode berjalan;
36 (b) jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta
37 pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir
38 periode berjalan;
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(c) jumlah sisa kontrak yang belum selesai menurut
spesifikasi dan syarat kontrak;

(d) klaim tambahan yang belum selesai dan semua denda
yang bersifat kontinjen sebagai akibat keterlambatan
pengiriman barang;

(e) nilai kontrak istishna paralel yang sedang berjalan
serta rentang periode pelaksanaannya; dan

(0 nilai kontrak istishna yang telah ditandatangani bank
selama periode berjalan tetapi belum dilaksanakan
dan rentang periode pelaksanaannya.

192. Pengungkapan transaksi ijarah dan ijarah
muntahiyah bittamlik mencakup, tetapi tidak terbatas
pada:

(a) sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan
ijarah;

(b) jumlah piutang cicilan ijarah yang akan jatuh tempo
hingga dua tahun terakhir,

(c) jumlah obyek sewa berdasarkan jenis transaksi (ijarah
dan ijarah muntahiyah bittamlik), jenis aktiva, dan
akumulasi penyusutannya apabila bank syariah
sebagai pemilik obyek sewa;

(d) jumlah hutang ijarak yang jatuh tempo hingga dua
tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai
penyewa; dan

(e) komitmen yang berhubungan dengan perjanjian ijarah
muntahiyah bittamlik yang berlaku efekiif pada pe-
riode laporan keuangan berikutnya.

193. Pengungkapan transaksi wadiah mencakup,

tetapi tidak terbatas, pada:

(a) jumlah dana/barang yang mengikuti prinsip wadiah
yad-amanah; dan

(b) jumlah dana wadiah yang diblokir sebagai jaminan
pembiayaan atau transaksi perbankan lainnya.

194. Bank syariah mengungkapkan transaksi waka-
lah yang belum diselesaikan berdasarkan jenis dan jumlah.
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1 195. Bank syariah mengungkapkan kisaran per-
2 sentase bagi hasil dari masing-masing jenis dana investasi
3 tidak terikat dan simpanan lainnya.
4
5 Laporan Laba Rugi
6
7 196. Pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian
8  harus diungkapkan berdasarkan jenis menurut karak-
9 teristik transaksi. '
10
11 197. Sejauh bisa dilaksanakan, hal-hal tersebut di-
12 bawal ini yang berasal dari investasi yang dibiayai ber-
13 sama oleh bank dan para pemilik dana investasi tidak
14  terikat dan investasi yang hanya dibiayai oleh bank harus
15 diungkapkan secara terpisah:
16 (a) pendapatan dan keuntungan investasi;
17 (b) beban dan kerugian investasi;
18 (c) laba (rugi) investasi;
19 (d) bagian para pemilik dana investasi tidak terikat pada
20 pendapatan (kerugian) dari investasi sebelum bagian
21 pengelola dana;
22 (e) bagian bank pada pendapatan (kerugian) investasi;
23 dan
24 (f) bagian bank pada pendapatan dana investasi tidak
25 terikat sebagai pengelola dana.
26
27 Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
28 .
29 198. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan
30 laporan perubahan dana investasi terikat dalam catatan
31 atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas,
32 pada:
33 (a) periode yang dicakup oleh laporan perubahan dana
34 investasi terikat; .
35 (b) secara terpisah saldo awal, keuntungan (kerugian),
36 dan saldo akhir dana investasi terikat yang berasal
37 dari revaluasi dana investasi tidak terikat;
38 (c) sifat dari hubungan antara bank dan para pemilik
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dana investasi terikat, baik bank sebagai pengelola
dana maupun sebagai agen investasi; dan

(d) hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-
masing jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan
Shadaqah

199. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan
laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan
shadaqah dalam catatan atas laporan keuangan men-
cakup, tetapi tidak terbatas. pada:

(a) periode yang dicakup oleh laporan sumber dan peng-
gunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;

(b) dasar penentuan zakat para pemegang saham jika
bank diharuskan membayar zakat atas nama para
pemegang saham;

(c) rincian sumber dana zakat, infak, dan shadaqah;

(d) dana zakat, infak, dan shadaqah yang disalurkan
bank selama periode laporan; dan

(e) dana zakat, infak, dan shadaqah yang belum disalur-
kan pada akhir periode laporan.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

200. Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan
laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan
dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi
tidak terbatas, pada:

(a) periode yang dicakup laporan sumber dan peng-
gunaan dana qardhul hasan;

(b) rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir
periode berdasarkan sumbernya; dan

(c) jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang
diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Hak Cipta © 2002 IKATAN AKUNTAN IN DONESIA 5 9 ] 47
Dilarang memfoto-kopi atau memperbanyak



Akuntansi Perbankan Syariah PSAK No. 59

TANGGAL EFEKTIF

201. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini
berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan
keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai
pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003. Penerapan
lebily dini dianjurkan.
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Lampiran 1

Daftar Fatwa Dewan Syariah Nasional yang Dijadikan Pedoman

dalam Penyusunan P

SAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah

No

Fatwa Nomor

Tentang

01/DSN-MUI/IV/2000

Giro

02/DSN-MUIAV/2000

Tabungan

03/DSN-MUIAV/2000

Deposito

04/DSN-MUIAV/2000

Murabahah

05/DSN-MUIAV/2000

Jual Beli Salam

06/DSN-MUIAV/2000

Jual Beli Istishna’

07/DSN-MUIAV/2000

Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

08/DSN-MUINV/2000

Pembiayaan Musyarakah

1
2
3
4
5
6
7
8
9

09/DSN-MUINV/2000

ljarah

10

10/DSN-MUI/NV/2000

Wakalah

1"

11/DSN-MUI/IV/2000

Kafalah

12

12/DSN-MUI/NV/2000

Hawalah

13

13/DSN-MUINX/2000

Uang Muka dalam Murabahah

14

14/DSN-MUINX/2000

Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam
LKS

15

15/DSN-MUINX/2000

Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam
LKS. -

16

16/DSN-MUINX/2000

Diskon dalam Murabahah

17

17/DSN-MUINX/2000

Sanksi atas Nasabah Mampu yang
Menunda Pembayaran

18

18/DSN-MUINX/2000

Pencadangan Penghapusan Aktiva
Produktif dim LKS

19

19/DSN-MUI/IV/2001

Al-Qardh

20

20/DSN-MUI/V/2001

Pedoman Pelaksanaan Investasi
untuk Reksadana Syariah

21

Surat DSN No. V-092/
DSN-MUI/XI11/2001

Opini DSN tentang Zakat, Istishna
Paralel, dan ljarah Muntahiyah
Bittamlik
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Lampiran 2

Akad

Al-mashnu

Al-muslam fihi

Al-muslam ileihi
Al-muslam
Al-mustashni
Amil

As-shani
Fiisabilillah

Gharim

Halal
Haul

Hiwalah

Ibnusabil

ljarah

Daftar Istilah

: Agd transaksi dalam figih didefinisikan dengan

“irtibath iifab bi qabulin ‘ala wajhin masyru’
yatsbutu atsarubu fi mahallihi”, yaitu pertalian
ijab dengan gabul menurut cara-cara yang di-
syari’atkan yang berpengaruh terhadap objek-
nya.

: Barang pesanan dalam transaksi /stishna.

: Komoditi yang dikirimkan dalam transaksi

salam.

: Penjual dalam transaksi salam.

: Pembeli dalam transaksi salam.

: Pembeli akhir dalam transaksi /istishna.

: Petugas pendistribusian zakat.

: Produsen/supplier dalam transaksi istishna.
: Orang yang berjuang dijalan Allah.

: Orang yang berhutang dan kesulitan untuk

melunasinya.

: Sesuatu yang diperbolehkan oleh Islam.

: Cukup waktu satu tahun bagi pemilikan harta

kekayaan seperti perniagaan, emas, ternak
sebagai batas kewajiban membayar zakat.

: Pemindahan atau pengalihan hak dan kewajib-

an, baik dalam bentuk pengalihan piutang mau-
pun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan
dana dari satu entitas kepada entitas lain.

: Orang yang dalam perjalanan.

: Perpindahaan kepemilikan jasa dengan imbalan

yang sudah disepakati menurut para fugaha.
ljarah ini mempunyai 3 (tiga) unsur:
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ljarah Operasional

ljarah muntahiyah
bittamlik

bentuk yang mencakup penawaran atau
persetujuan;

dua pihak pemilik aset yang disewakan dan
pihak yang memanfaatkan jasa dari aset
yang disewakan;

obyek dari akad ijarah, yang mencakup
jumliah sewa dan jasa yang dipindahkan
kepada penyewa.

: Akad ijarah yang tidak berakhir dengan pe-
mindahan kepemilikan dari aset yang disewa-
kan kepada penyewa.

: Akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpin-
dahnya kepemilikan aset yang disewakan
kepada penyewa. ljarah Muntahiyah Bitamlik
dapat berbentuk:

. ljarah Muntahiyah Bittamlik yang memin-

dahkan hak kepemilikan aset yang disewa-
kan kepada penyewa - jika penyewa meng-
inginkan hal tersebut — dengan harga yang
diwakili oleh pembayaran sewa yang dilaku-
kan oleh penyewa selama jangka waktu
penyewaan. Pada akhir jangka waktu
penyewaan dan setelah cicilan terakhir
dibayar, maka hak milik sah aset yang di-
sewakan secara otomatis berpindah kepada
penyewa atas dasar akad baru.

ljarah Muntahiyah Bittamlik yang mem-
berikan hak kepemilikan kepada penyewa
atas aset yang disewakan pada akhir jang-
ka waktu penyewaan atas dasar akad baru
dengan harga tertentu, yang mungkin me-
rupakan harga simbolis.

. Perjanjian ljarah yang memberikan penye-

wa salah satu dari 3 (tiga! opsi berdasarkan

pembayaran sewa yang dilakukan oleh

penyewa:

e membeli aset yang disewakan dengan
harga yang ditentukan berdasarkan
pembayaran sewa yang dilakukan
penyewa;
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Infak

Istishna

Istishna Paralel

Kaafil

e pembaruan ijarah untuk jangka waktu
yang baru; atau

¢ Mengembalikan aset yang disewakan
kepada pemilik obyek sewa.

. Pemberian sesuatu yang akan digunakan untuk

kemaslahatan umat.

: Kontrak penjualan antara al-mustasni (penjual

akhir) dan al-shani (pemasok) dimana al-shani—
berdasarkan suatu pesanan dari al-mustasni-
berusaha membuat sendiri atau meminta pihak
fain untuk membuat atau membeli al-masnu
(pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang di-
syaratkan dan menjualnya kepada al-mustasni
dengan harga sesuai dengan kesepakatan serta
dengan metode penyelesaian di muka melalui
cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu
di masa yang akan datang. Ini merupakan sya-
rat dari kontrak istishna sehingga a/-shani harus
menyediakan bahan baku atau tenaga kerja.
Kesepakatan akad istishna mempunyai ciri-ciri
yang sama dengan salam karena dia menen-
tukan penjualan produk tidak tersedia pada
saat penjualan. Dia juga mempunyai ciri-ciri
yang sama dengan penjualan biasa karena
harga biasa dibayar secara kredit; tetapi tidak
seperti sa/lam, harga pada istishna tidak dibayar
ketika diselesaikan. Ciri ketiga akad /stishna
adalah sama dengan ijarah karena tenaga kerja
digunakan pada keduanya.

+ Jika al-mustashni {pembeli akhir) mengizinkan

al-shani (pemasok) untuk meminta ketiga pihak
(sub-kontraktor) untuk membuat a/-masnu atau
jika pengaturan tersebut bisa diterima oleh
kontrak istishna itu sendiri, maka a/-shani bisa
melakukan kontrak istishna kedua guna me-
menuhi kewajiban kontraknya kepada kontrak
pertama. Kontrak kedua ini disebut istishna
paralel.

: Pihak yang memberikan jaminan untuk
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Kafalah

Ma’jur
Makful
Muallaf
Mudharabah

Mudharabah
mutlagah

Mudharabah
muqayyadah

Mudharnb

menanggung kewajiban pihak lain dalam akad
kafalah.

: Akad penjaminan yang diberikan oleh kaafil

(penanggung/bank) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang
ditanggung (makful ‘anhu, ashil).

: Objek sewa dalam transaksi jjarah.
. Penerima jaminan dalam akad kafalah.
: Orang yang baru memeluk agama Islam.

: Perjanjian kerjasama untuk mencari keuntung-

an antara pemilik modal dan pengusaha (pe-
ngelola dana). Perjanjian tersebut bisa saja ter-
jadi antara deposan (invesment account) se-
bagai penyedia dana dan bank syariah sebagai
mudharib. Bank syariah menjelaskan keingin-
annya untuk menerima dana investasi dari se-
jumiah nasabah, pembagian keuntungan dise-
tujui antara kedua belah pihak sedangkan ke-
rugian ditanggung oleh penyedia dana, asalkan
tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran
syariah yang telah ditetapkan, atau tidak
terjadi kelalaian di pihak bank syariah. Kontrak
mudharabah dapat juga diadakan antara bank
syariah sebagai pemberi modal atas namanya
sendiri atau khusus atas nama deposan,
pengusaha, para pengrajin lainnya termasuk
petani, pedagang dan sebagainya. Mudharabah
berbeda dengan spekulasi yang berunsur per-
judian (gambling) dalam pembelian dan tran-
saksi penjualan.

- Investasi tidak terikat.

. Investasi terikat.

. Pengelola dana (modal) dalam akad

mudharabah; dalam mahzab syafi’i disebut
‘amil.
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Mugashah
Murabahah

Musta’jir

Mustahiq

Musyarakah

Musyarakah
permanen/tetap

Musyarakah

- menurun

: Potongan pembayaran.
: Penjualan barang dengan margin keuntungan

yang disepakati dan penjual memberitahukan
biaya perolehan dari barang yang dijual ter-
sebut. Penjualan murabahah ada dua jenis.
Pertama, bank syariah membeli barang dan me-
nyediakan untuk dijual tanpa janji sebelumnya
dari pelanggan untuk membelinya. Kedua, bank
syariah membeli barang yang sudah dipesan
oleh seorang pelanggan dari pihak ketiga lalu
kemucdian menjual barang ini kepada pelanggan
yang sama. Pada kasus terakhir, bank syariah
membeli barang hanya setelah seorang pelang-
gan membuat janji untuk membayarnya kepada
bank.

: Penyewa dalam transaksi ijjarah.

: Penerima zakat, Al quran mengatur bahwa

penerima zakat adalah yang disebut sebagai 8
{(delapan) asnaf (golongan/kelompok).

: Bentuk kemitraan bank syariah dengan nasa-

bahnya dimana masing-masing pihak menyum-
bangkan pada modal kemitraan dalam jumlah
yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan
suatu proyek atau bagian pada proyek yang
sudah ada. Masing-masing pihak menjadi pe-
megang saham modal dasar tetap atau menu-
run dan akan memperoleh bagian keuntungan
sebagaimana mestinya. Akan tetapi, kerugian
dibagi bersama sesuai dengan proprosi modal
yang disumbangkan. Tidak diperbolehkan me-
nyatakan sebaliknya.

: Musyarakah dimana bagian mitra dalam modal

musyarakah tetap sepanjang jangka waktu
yang ditetapkan dalam akad tersebut.

: Musyarakah dimana bank memberikan kepada

pihak lainnya hak untuk membeli bagian
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Muwakil

Muzaki
Nisab

Nisbah

Qardh (pinjaman)

Qardhul hasan

Riba

Riqab
Salam

sahamnya dalam musyarakah sehingga bagian
bank menurun dan kepentingan saham mitra
meningkat sampai menjadi pemilik tunggal dari
keseluruhan modal.

: Pemberi kuasa/nasabah dalam transaksi

wakalah.

. Pembayar zakat.

. Batas ukuran minimal, jika harta dan perniaga-

an seseorang telah melewati batas ini maka
zakat terhadap harta dan perniagaannya wajib
dibayarkan.

- Rasio/perbandingan pembagian keuntungan

(bagi hasil) antara shahibul maal dan mudharib.

. Penyediaan dana atau tagihan yang dapat di-

persamakan dengan itu berdasarkan perse-
tujuan atau kesepakatan antara peminjam dan
pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan
peminjam melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan da-
pat menerima imbalan, namun tidak diper-
kenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian.

. Pijaman tanpa imbalan yang memungkinkan

peminjam untuk menggunakan dana tersebut
selama jangka waktu tertentu dan mengembali-
kan dalam jumlah yang sama pada akhir perio-
de yang disepakati. Jika peminjam mengalami
kerugian yang bukan merupakan kelalaiannya
maka kerugian tersebut dapat mengurangi
jumlah pinjaman.

. Pengambilan tambahan, baik dalam transaksi

jual-beli maupun pinjam-meminjam secara
bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

. Hamba sahaya.

. Bai’ as-salam; jual beli barang dengan cara

pemesanan dan pembayaran dilakukan di
muka, dengan syarat-syarat tertentu.
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Salam paralel . Dua transaksi bai as-salam antara pank dengan
nasabah dan antard pank dengan pemasok atau
pihak ketiga lainnya gecara simultan.

Shadaqah : pemberian sesuatu kepada orang 1ain dengan
mengharaP ridho Allah semata.
Shahibul maal .- pemilik dana.
Sharf . Akad jual peli suatu valuta dengan valuta 1ain-
nya. wran valuta asing p@ bank gyaria

spekulati
Taukil : . Tugas- _
Ta'zir . Denda yand harus dibayar akibat penundaan

pengemba\'\an piutangd. dana dari denda ini akan
dikumputkan sebagai dand sosial.

Ujrah . \mbalan.

Urbun . Jumiah yang dibayar oleh nasabah (pemesan)
kepada pen]ua\ (yaitu pembe\'\ mu\a—mu\a) pada
saat pemesan membe\i sebuah pbarang dari

peniua\. Jika nasabah atau pe\anggan mene-
ruskan pen]ua\an dan pengambi\an parang.

maka urbun akan menjadi pagian dari harga-

Wadiah . Titipan nasabah yang harus dijaga dan dikem-
palikan setiap saat apabila nasabah yang ber-
sangkutan menghendak'\. Bank bertanggung-
jawab atas pengemba\'\an titipan tersebut.

Wadiah
yad-dhamanah . Titipan yang selama pelum dikemba\'tkan
kepada penitip dapat d'\manfaatkan oleh p€-
nerima titipan- Apabila dari hasil pemanfaatan
tersebut dipero\eh keuntungan maka geluruh-
nya menjadi hak pener'\ma fitipan.

Wadiah yad-amanah . Titipan yang selama pelum dikemba\ikan ke-
pada penitip tidak poleh d'\manfaatkan oleh
penerima titipan sampai parang titpan ersebut

diambil kembali oleh penitip.
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Wakalah

Wakil
Zakat

. Akad pemberian kuasa dan muwakil (pemberi

kuasa/nasabah) kepada wakil (penerima kuasa/
bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas)
atas nama pemberi kuasa.

. Penerima kuasa/bank.

. Secara harfiah, zakat berarti keberkahan, pe-

nyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan
baik. Disebut zakat karena dia memberkahi
kekayaan yang dizakatkan dan melindunginya.
Di dalam syariah, zakat merupakan suatu ke-
wajiban mengenai dana yang dibayarkan
untuk tujuan khusus dan untuk katagori ter-
tentu. Zakat merupakan jumlah tertentu yang
telah ditentukan oleh Allah Yang Maha Kuasa
untuk mereka yang berhak terhadap zakat
sebagaimana ditentukan dalam Al Quran. Kata
zakat juga digunakan untuk menunjukkan
jumlah yang dibayarkan dari dana-dana yang
terkena kewajiban zakat.
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